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A. Transliterasi Arab-Latin 
1. Konsonan 
 
      Huruf Arab        Nama       Huruf Latin Nama 
ا         Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب          ba     b     be 
ت          ta     t     te 
ث 
       sa    s 
es (dengan titik di  
atas) 
ج          jim      J      je 
ح 
      ḥa    ḥ 
ha (dengan titk di 
bawah) 
خ         kha    kh            ka dan ha 
د         dal     d    de 
ذ 
          Żal    dh 
zet (dengan titik di 
atas) 
ر          ra     r     er 
ز         zai     z    zet 
س         Sin     S    es 
ش        Syin    Sh es dan ye 
ص 
          Ṣad      Ṣ 
es (dengan titik di 
bawah) 





       ṭa   ṭ 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ 
       ẓa   ẓ 
zet (dengan titk di 
bawah) 
ع        ‘ain    ‘ apostrop terbalik 
غ        gain    gh    ge 
ف         fa    f    ef 
ق        qaf    a    qi 
ك        kaf    k    ka 
ل        lam    l     el 
م        mim    m    em 
ن        nun    n    en 
و        wau    h    we 
ه        ha    w    ha 
ء      hamzah     , apostop 
ي       ya    y     ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 
dengan tanda ( ‘ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf  Latin        Nama 
xi 
 
 َا Fathah A A 
 ِا Kasrah I I 
 ُا Dammah U U 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 











    
     َ... ا
| …و ◌ُ   
  
 




























u dan garis di 
atas 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 
hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang 
transliterasinya adalah [t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau 
mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 
xii 
 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  ّ◌ ), dalam transliterasinya 
ini dilambangkan  dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 
tanda syaddah. 
Jika huruf   ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf kasrah( ِﯩّﻲ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf ﻻ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 
sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf 
syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 
huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Lafz al-Jalalah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), 
ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
B. Daftar Singkatan. 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 
swt.  = subhanahu wa ta ala 
xiii 
 
saw.  = sallallahu alaihi wa sallam 
M  = Masehi 
H  = Hijriah 
UU  = Undang-Undang 
UUD  = Undang-Undang Dasar 
HIR  = Herzien Indlandsch Reglement 
QS  = Qur’an Surah 
HR  = Hadits Riwayat 
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Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana 
kaidah hukum islam dalam pertimbangan hukum  putusan Hakim. Kemudian 
diklasifikasikan ke dalam submasalah yaitu bagaimana penggunaan  kaidah hukum 
Islam dalam pertimbangan hukum terhadap putusan hakim dan bagaimana hakim 
menerapkan kaidah hukum Islam dalam pertimbangan hukum terhadap putusan 
perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar tahun 2017. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian ini 
dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui, memahami dan 
menguasai permasalahan mengenai perkara perceraian dengan menggunakan kaidah 
hukum Islam (Qaidah Ushuliyyah dan Qaidah Fiqhiyyah) dalam penerapan hukum 
yang perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Makassar  serta penelusuran literatur 
ilmiah yang berhubungan dengan masalah kaidah hukum, perceraian dan Qaidah 
Ushuliyyah dan Qaidah Fiqhiyyah serta menganalisis putusan yang diputus oleh 
seorang Hakim dengan menggunakan teori-teori hukum atau sumber-sumber hukum  
tentang kaidah hukum. Metode yang diterapkan adalah metode Ratio Decidendi 
dengan menelaah suatu kasus . Studi kasus yang dijadikan sampel yaitu putusan 
Pengadilan Agama Makassar Nomor: 211/ Pdt.G/ 2017/ PA Mks.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa kaidah hukum Islam 
sebagai salah satu sumber hukum diterapkan di Pengadilan Agama Makassar. Dalam 
hal ini Hakim menggunakan dan menerapkan salah satu sumber hukum yakni kaidah 
hukum Islam (Qaidah Ushuliyyah dan Qaidah Fiqhiyyah)  . Adapun Pertimbangan 
Hakim dalam memutus perkara perceraian dalam putusan Nomor 211/ Pdt.G/ 2017/ 
PA Mks di Pengadilan Agama Makassar dengan menggunakan kaidah hukum Islam 
yakni Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: 
ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺐﻠﺟ ﻰﻠﻋ م ﺪﻘﻣ ﺪﺳﺎﻔﻤﻟا ءر د          
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik 
kemaslahatan 
Metode yang digunakan oleh seorang Hakim dalam menemukan sumber 
hukum dalam praktik hukum acara Peradilan Agama adalah metode interpretasi dan 
kontruksi hukum. Acuan ini didasari dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 




                                                                                                                    
 
xv 
keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan agar kaidah hukum 
Islam dapat dijadikan bahan pertimbangan aparat penegak hukum dalam hal ini 
lembaga Peradilan Agama terkait untuk melakukan kontekstualitas, interpretasi dan 
kontruksi hukum . Putusan yang tidak hanya terkait dengan perceraian tetapi berbagai 
putusan yang terkait dengan keluarga. 
Peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi referensi bagi penegak hukum 
maupun masyarakat dalam mengetahui, memahami dan memutuskan permasalahan 
mengenai perkara perceraian  dengan mengunakan kaidah hukum Islam sebagai 







A. Latar Belakang Masalah 
Agama Islam merupakan agama samawi yang bersumber dari Allah swt  
melalui Malaikat Jibril disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Hal ini 
menunjukkan bahwa sumber hukum Islam yang dipedomani seorang muslim  
adalah Alquran, Hadis, Ijma dan Qiyas.  
Ijma secara etimologi ada dua macam, yaitu: Ijma’ berarti kesepakatan 
atau konsensus, pengertian ini terdapat dalam QS Yusuf/12:15, yaitu: 
 ﱢﺐُْﳉا ِﺖَﺑﺎَﻴَﻏ ِﰲ ُﻩﻮُﻠَﻌَْﳚ ْنَأ اﻮُﻌَْﲨَأَو ِﻪِﺑ اﻮُﺒَﻫَذ ﺎﱠﻤَﻠَـﻓ 
Terjemahnya: 
 
Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar 
sumur.1 
 
Pengertian etimologi kedua  dari Ijma adalah ءﳾ ﲇ  ﺰﺠﻌﻟا (ketetapan hati 
untuk melakukan sesuatu). Pengertian kedua ini ditemukan dalam QS 
Yunus/12:71, yaitu: 
 ْﻢَُﻛءﺎََﻛﺮُﺷَو ْﻢَُﻛﺮَْﻣأ اﻮُﻌ ِْﲨَﺄَﻓ 
Terjemahnya: 
 
Maka bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu…2 
 
Jumhur ulama ushul fiqh, sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaili, 
Muhammad Abu Zahrah, dan ‘Abdul Wahab Khallaf, merumuskan Ijma’ dengan 
“kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad saw”. Pada suatu setelah 
                                                          
1Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, ( Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 
2002),  318. 





wafatnya Rasulullah saw, terhadap suatu hukum syara’. Muhammad Abu Zahrah 
menambahkan diakhir  definisi tersebut dengan kalimat: ”yang bersifat amaliyah,”  
hal tersebut mengandung pengertian bahwa Ijma hanya berkaitan dengan 
persoalan-persoalan furu’ (amaliyah praktis).3 
Terkait dengan Qiyas, secara bahasa Qiyas berasal dari bahasa Arab yaitu  
سﺎﯿﻗ yang artinya hal mengukur, membandingkan, aturan. Ada juga yang 
mengartikan Qiyas dengan mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian 
menyamakan antara keduanya. Ada kalangan ulama yang mengartikan Qiyas 
sebagai mengukur dan menyamakan.4 Secara istilah, pengertian Qiyas menurut 
ahli ushul fiqh adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam 
Alquran dan Hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang 
ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Definisi lain dari Qiyas menurut ahli 
ushul fiqh adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan 
sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.5 
Selain itu, Pedoman hukum yang diimplementasikan dengan adanya suatu 
kasus atau perkara terhadap perbuatan mukallaf serta diterapkannya hukum-
hukum secara praktis. Mukallaf  adalah subjek hukum atau pelaku hukum ialah 
orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya 
diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. Jelasnya mukallaf adalah orang-orang 
yang dibebani hukum.6 
Nash-nash hukum Islam  memakai bahasa Arab, karena itu jika ingin 
memahami dan menggali hukum yang terkandung di dalamnya harus menguasai 
bahasa Arab. Memahami secara detil idiom (ibarat) dalam bahasa Arab beserta 
                                                          
3Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Al Fiqh Al Islami. (Beirut: Dar Al Fikr,  1986) jilid 1,h.490. 
4Romli, Ushul Fiqh. (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006),  h 84. 
5Seri, Ushul Fiqih. (Jakarta: PT Bumirestu, 1980), h 18. 





pengertiannya, dan memahami gaya bahasa yang menggunakan ungkapan hakiki 
pada kondisi tertentu dan menggunakan ibarat kiasan (majaz) pada kondisi yang 
lain.7 
Hukum-hukum dalam berbagai nash Alquran sebagian telah dijelaskan 
dalam Hadis, akan tetapi syari’at Islam telah menegakkan dalil dan mendirikan 
tanda-tanda bagi hukum itu dimana dengan perantaraan dalil dan tanda itu seorang 
mujtahid mampu mencapai hukum itu dan menjelaskannya. Mujtahid adalah 
orang yang bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuannya untuk 
memperoleh hukum syara’ dengan cara melakukan istinbat (mengeluarkan) 
hukum 
Kumpulan hukum-hukum syara yang berhubungan dengan ucapan dan 
perbuatan yang timbul dari manusia baik yang diambil dari nash dalam berbagai 
kasus yang ada nashnya maupun yang diistinbathkan (membuat hukum) dari 
berbagai dalil syar’i lainnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nashnya 
terbentuklah istilah fiqih.  
Ilmu fiqih ialah suatu ilmu  agama, pengertian ini dapat ditemukan dalam 
QS Thaha/20:27-28: 
 ِْﱄْﻮَـﻗ اْﻮُﻬَﻘْﻔَـﻳ  ِْﱐﺎَﺴﱢﻟ ْﻦﱢﻣ ًةَﺪْﻘُﻋ ْﻞُﻠْﺣاَو 
Terjemahnya: 
 
Dan lepaskan kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku.8 
 
Selain itu juga ditemukan dalam sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: 
 (ﻪﯩﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ) ِﻦْﻳ ﱢﺪﻟا ِﰱ ُﻪْﻬﱢﻘَﻔُـﻳا  ًﺮْـﻴَﺧ ِﻪِﺑ ُﷲاِِدﺮ ُﻳ  ْﻦَﻣ 
Artinya: 
 
                                                          
7Saifullah Ma’shum dkk, Ushul Fiqh (Muhammad Abu Zahrah ), (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 1994), h 106-107. 





Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka ia akan 
memberikan pemahaman agama (yang mendalam). (Hadis Bukhari 
Muslim) 
 
Menurut istilah fiqih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ 
yang berhubungan dengan amaliah yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terinci).9 
Sedangkan menurut Abdul Wahab al Khallaf ilmu fiqih adalah kompilasi 
hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil secara 
terinci.10 
Ketetapan dikalangan Ulama bahwa dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum 
syar’iyyah mengenai perbuatan manusia kembali kepada empat sumber yaitu Alquran, 
Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. 
Para Ulama telah membahas terhadap masing-masing dari dalil dan 
argumen yang dianggap sebagai Hujjah (memberikan alasan) terhadap manusia 
dan sumber hukum syari’at yang harus diikuti segala ketetapannya terhadap 
syarat-syarat beristidlal (mempergunakan dalil), baik berupa kaidah-kaidah 
kebahasaan maupun qaidah tasyri’iyyah. Qaidah tasyri’iyyah adalah tata aturan 
yang dibuat pedoman oleh pembuat undang-undang dalam menyusun undang-
undang dan merealisir tujuan yang ingin dicapainya melalui pemberian beban 
kewajiban kepada orang-orang mukallaf.11 
Qaidah ushuliyyah merupakan gabungan dari kata qaidah dan ushuliyah,  
kaidah dalam bahasa Arab ditulis dengan qaidah, yang artinya patokan, pedoman 
dan titik tolak. Dan ada pula yang mengartikan dengan peraturan sedangkan 
bentuk jamak dari kaidah adalah qawa’id. Adapun ushuliyyah berasal dari kata al-
ashl, yang artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Jadi, Qaidah 
Ushuliyyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara’, yang bertitik tolak pada 
pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode dalam penggalian 
                                                          
9 Sujak,Imam Abu,Fathul Qarib Al Mujib, Semarang: Toha putra, t.t. 
10Abdul Wahab Al Khallaf , Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama Semarang), h 1. 
11Yahya Muchtar dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, 





hukum, Qaidah Ushuliyyah disebut juga sebagai Qaidah Istinbathiyah atau ada 
yang menyebut sebagai Qaidah Lughawiyah12. 
Sementara itu ushuliyyah adalah dalil syara’ yang bersifat menyeluruh, 
universal, dan global (kulli dan mujmal). Jika obyek bahasan ushul fiqh antara lain 
adalah kaidah penggalian hukum dari sumbernya, dengan demikian yang 
dimaksud dengan Qaidah Ushuliyyah adalah sejumlah peraturan untuk menggali 
hukum.Qaidah ushuliyyah itu umumnya berkaitan dengan ketentuan dalalah 
(petunjuk) lafaz atau kebahasaan. Kumpulan-kumpulan kaidah dan bahasan-
bahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil syari’iyyah dari segi dalalahnya 
terhadap hukum, dan hukum dari segi pengambilannya dari dalilnya maka 
terbentuklah susulan dan penyempurnaan yang disebut ilmu ushul fiqh. Ushul fiqh 
adalah himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil 
hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalinya secara 
terinci.13 
Kata Qaidah fiqhiyah terdiri dari dua kata yakni qaidah dan fiqhiyyah.  
Qaidah kata mufrad yang jamaknya qawa’id menurut bahasa berarti dasar atau 
asas. Dan kata fiqhiyyah berasal dari kata fiqh, yang berarti paham, yang menurut 
istilah berarti kumpulan hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan 
mukallaf, yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. 
Pengertian Qaidah Fiqhiyyah menurut Dr. Musthafa Ahmad az-Zarqa 
ialah: 
 ًﺔﱠﻣﺎَﻋ ًﺔﱠﻴِﻌِْﻳﺮْﺸَﺗ ﺎًﻣﺎَﻜْﺣَأ ُﻦَﻤْﻀَﺗ ٍﺔﱠِﻳرْﻮُـﺘْﺳُد ٍَةﺰِﺟْﻮُﻣ ٍصْﻮُﺼُﻧ ِﰱ ٌﺔﱠﻴﱢﻠُﻛ ٌﺔﱠﻴِﻬْﻘِﻓ ٌلْﻮُﺻُا ِﱴ  ﻟا ِثِداَﻮَْﺤﻟا ِﰱ
ﺎَﻬِﻋْﻮُﺿْﻮَﻣ َﺖ َْﲢ ُﻞ َُْﺬﺗ 
 
                                                          
12Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2009), h. 187. 







Dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara’ yang bersifat mencangkup 
(sebagian besar bagian-bagiannya) dalam bentuk teks-teks perundang-
undangan yang ringkas (singkat padat) yang mengandung penetapan 
hukum-hukum yang umum pada pristiwa-pristiwa yang dapat dimasukkan 
pada permasalahannya. 
 
Menurut Yusuf Al Qardhawi dalam bukunya “Baina Syubhtaid Dhallin 
Wa Akadzibil Muftarin” disebutkan bahwa fiqh ialah analisa fuqaha pada garis 
dilalat nash atau pada sesuatu yang tidak ada nash padanya. Dalam perkembangan 
selanjutnya sesuai dengan pembidangan ilmu yang semakin tegas ulama ushul 
fiqh mendefinisikan fiqih sebagai ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat praktis 
yang diperoleh melalui dalil yang terinci. 
 Penerapan kaidah hukum Islam yang terkait dengan  putusan Hakim 
esensinya memang perlu diterapkan pada putusan perkara. Pengertian Hakim 
secara normatif disebutkan dalam UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 Pasal 
1 ayat (5).14 Pasal tersebut didukung oleh pendapat ahli Bambang Waluyo 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hakim adalah organ pengadilan yang 
dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan 
tanggung  jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan 
kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan 
dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang 
bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.15 
Melihat dari pengertian Hakim yang dijabarkan oleh Bambang Waluyo maka bisa 
diketahui bahwa yang dimaksud Hakim olehnya adalah tidak jauh berbeda dengan 
apa yang tercantum dalam UU Komisi Yudisial No.22 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 
                                                          
14Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 Ayat 5. Hakim 
adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada 
di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  
15Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Sinar 





(5). Hal ini sependapat juga dengan apa yang diungkapkan oleh Al. Wisnu Broto 
bahwa Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, bahkan ada  
yang menggambarkan Hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan 
hukum dan keadilan.16 
Kewenangan Hakim bersinergi dengan hak dan kewajiban yang tertanam 
pada profesinya. Pengertian Hakim juga disebutkan dalam UU Kekuasaan 
Kehakiman No. 4 tahun2004 Pasal 28 ayat 1.17 Dalam hal ini ketika berada dalam 
masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa 
pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai–
nilai  hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus terjun 
ketengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu 
menyelami perasaan hukum  dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Dengan demikian Hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum 
dan rasa keadilan masyarakat. 
 Pertimbangan hukum  yang terdapat pada putusan merupakan bentuk 
uraian-uraian  terhadap suatu kasus dimana majelis Hakim mempertimbangkan 
fakta yang terungkap selama masa persidangan berlangsung mulai dari gugatan, 
jawaban, replik, duplik, serta saksi yang dihubungkan dengan alat bukti yang 
memenuhi syarat formil dan syarat materil yang mencapai batas minimal 
pembuktian. Menurut H. Taufik, para Hakim yang menyidangkan suatu perkara 
hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. 
Putusan merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah 
ditentukan undang-undang. Dengan dibuat putusan diharapkan dapat 
                                                          
16Al. Wisnu Broto,Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), 
(Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997),  h  2. 
17Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 berbunyi 
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – 





menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan 
perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili.18. 
Pertimbangan hukum juga harus dicantumkan mengenai pasal dari 
peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan. Untuk itu, Hakim 
Pengadilan Agama mencantumkan dalil hukum positif maupun yang bersifat 
Islami yakni nash Alquran, Hadis, fatwa dan doktrin hukum Islam. Seyogyanya 
Hakim Pengadilan Agama harus memahami hukum-hukum Islam dalam 
menyelesaikan suatu perkara  bukan hanya hukum positif yang terkait dengan 
Pengadilan Agama tetapi juga hukum Islam. 
 Uraian penjelasan mengenai pertimbangan hukum dan hukum Islamdalam 
putusan memang memiliki keterkaitan olehnya itu, keberadaan kaidah usul yang 
terdapat di dalam putusan sudah jarang dipergunakan sebagai dalil hukum  
ataukah masih banyak Hakim Pengadilan Agama yang mencantumkan dalil Islami 
di dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini perlu diteliti secara langsung 
mengingat bahwa tugas pokok atau kewenangan profesi Hakim yang terdapat 
pada pasal 27 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009  menyebutkan 
bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat bisa 
dikatakan bahwa bukan hanya hukum positif yang harus dipahami oleh seorang 
Hakim Pengadilan Agama tetapi juga hukum tidak tertulis dalam peraturan 
perundang-undangan termasuk hukum Islam terdapat dalam fiqh. Kaidah hukum 
Islam  itu penting untuk dicantumkan dalam pertimbangan hukum terhadap suatu 
putusan Hakim karena kaidah hukum Islam dapat menjadi faktor pendukung atau 
memperkuat  dalil hukum terhadap putusan Hakim. Mengingat bahwa UU 
Kekuasaan Kehakiman mengatur masalah tugas pokok sebagai Hakim maka dari 
itu Hakim Pengadilan Agama  wajib mencantumkan hukum tertulis dan hukum 
tidak tertulis (termasuk kaidah) dalam putusannya agar kelengkapan dalil hukum 
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yang dijelaskan dalam putusan semakin konkret, aktual, sempurna dan dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai seorang penegak hukum.  
Kualitas putusan itu dilihat dengan adanya substansi, uraian-uraian fakta-
fakta persidangan dan pembuktian. Akan tetapi, jika ada  Hakim yang meniadakan 
hukum tidak tertulis (kaidah) maka kualitas putusan yang diputus itu bernilai 
kurang baik. Hal ini membuktikan adanya permasalahan mengenai pertimbangan 
hukum terhadap putusan. Perkara perceraian merupakan salah satu studi kasus 
dalam menelaah putusan hakim, hal ini difokuskan pada perkara cerai gugat. 
Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau 
bubarnya perkawinan dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan 
terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan 
yang benar dan tidak keadaan darurat maka perceraian itu berarti kufur nikmat 
Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh karena itu, dibenci dan dilarang.19 
Dalam hal ini dipertegas dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006  Tentang 
Peradilan Agama pada pasal 49 berbunyi Pengadilan agama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 
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Penjelasan pada pasal 49 huruf a juga diatur dalam undang-undang ini.20 
Pengadilan merupakan lembaga hukum tempat dimana para pencari 
keadilan menyelesaikan perkaranya di depan seorang Hakim, Pengadilan Agama 
Makassar merupakan tempat meniliti putusan dalam pertimbangan hukumnya 
mengenai kaidah hukum Islam yang terdapat pada kasus cerai gugat. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian. 
Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan  kaidah 
hukum Islam dalam pertimbangan hukum terhadap putusan dan bagaimana Hakim 
sebagai penegak hukum menerapkan kaidah hukum Islam dalam pertimbangan 
hukum terhadap putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A 
Makassar tahun 2017  
2. Deskripsi Fokus 
                                                          
20Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 Penyelesaian sengketa 
tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah 
lainnya.Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang 
atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan din dengan sukarela kepada hukum 
Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan 
Pasal ini. Huruf a.Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau 
berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, 
antara lain: 1.izin beristri lebih dari seorang;2.Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang 
belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus 
ada perbedaan pendapat; 3.dispensasi kawin;4.pencegahan perkawinan;5.penolakan perkawinan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6.pembatalan perkawinan;7.gugatan kelalaian atas kewajiban suami 
dan istri;8.perceraian karena talak;9.gugatan perceraian;10.penyelesaian harta 
bersama;11.penguasaan anak-anak;12.ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 
bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;13.penentuan kewajiban 
memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi 
bekas istri; 14.putusan tentang sah tidaknya seorang anak;15.putusan tentang pencabutan 
kekuasaan orang tua;16.pencabutan kekuasaan wali;17.penunjukan orang lain sebagai wali oleh 
pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wall dicabut;18.penunjukan seorang wali dalam hal 
seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang 
tuanya;19.pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah 
kekuasaannya;20.penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan 
hukum Islam;21.putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran;22.pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, ( 





Kaidah merupakan patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi 
manusiadalam bertindak.21 
Menurut Ali Ahmad al-Nadawi, kaidah-kaidah ushuliyyah adalah kaidah-
kaidah universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian dan obyeknya, 
dimana kaidah berfungsi sebagai dzari’ah dalam mengistinbath hukum-hukum 
syara’ yang bersifat praktis.22 
Qaidah fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah yang bersifat kully dan dari 
maksud-maksud syara’ menetapkan hukum (al-maqashidual-syar’i) pada 
mukallaf serta dari memahami rahasia tasyri’ dan hikmah-hikmahnya.23 
Pertimbangan hukum (rechtsgronden), adalah pertimbangan atau alasan 
dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai 
dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang 
berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat 
banding dan tingkat kasasi.24 
Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan 
keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan 
dapat hidup rukun  lagi sebagai suami istri.25 
                                                          
21Aim Abdulkarim, Pendidikan Kewarganegaraan, (Penerbit:Grafindo. Jakarta), h 4-5. 
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207. 
23A. Mu’in, dkk, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama 
Islam, 1986), h 181. 
24H. Riduan Syahrani,  Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata,  (PT. Citra Aditya 
Bakti Bandung, Cet. V,  2009). 
25Soemiyati.Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 





Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat 
yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri 
atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.26 
C. Rumusan Masalah 
Latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan pokok 
masalah yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu, Bagaimana 
kaidah hukum Islam dalam pertimbangan hukum putusan Hakim perkara cerai 
gugat dalam menggunakan diuraikan kedalam beberapa sub masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana penggunaan  kaidah hukum Islam dalam pertimbangan hukum 
terhadap putusan hakim? 
2. Bagaimana hakim menerapkan kaidah hukum Islam dalam pertimbangan 
hukum terhadap putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A 
Makassar tahun 2017 ? 
D. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian mengenai kaidah hukum Islam dalam 
pertimbangan hukum putusan Hakimdi Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar 
peneliti menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan 
sekaligus pedoman dalam penelitian ini, diantaranya : 
1. Pertama, Buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Fiqih” oleh Prof. DR. Tengku 
Muhammad Ash Shiddieqy yang membahas mengenai ilmu fiqh secara 
umum beserta materi-materinya. Dalam buku ini menjelaskan mengenai 
definisi ilmu fiqih, sumber-sumber ilmu fiqih, danruang lingkup ilmu fiqih. 
                                                          






2. Kedua, Buku yang berjudul “Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh 
Perbandingan” oleh Ayatullah Baqir Ash-Shadr. Dalam buku ini membahas 
perbandingan ilmu fiqih dan ushul fiqh, objek dan tujuannya serta 
perkembangan ilmu fiqih dan ushul fiqh. 
3. Ketiga, Buku yang berjudul “Ilmu Ushul Fiqh”oleh Prof. Abdul Wahab 
Khallaf. Buku ini menjelaskan tentang dalil-dalil hukum yang menjadi dasar 
pengembangan hukum syar’iyyah, kaidah-kaidah pokok yang dijadikan 
pedoman dalam memahami hukum dari berbagai nash dan memahami cara 
mengistinbathkan hukum. 
4. Keempat, Buku yang berjudul “Kaidah Ushuliyyah dan Kaidah Fiqhiyyah” 
oleh Drs. H. Muslish Usman. Dalam buku ini membahas tentang definisi 
qaidah ushuliyyah dan qaidah fiqhiyyah serta  perbedaaannya. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
tujuan yang hendak dicapai pada penulisan ini adalah : 
a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan kaidah hukum Islam dalam 
pertimbangan hukum terhadap putusan hakim. 
b. Untuk mengetahui apakah hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar 
jarang ataubelum menerapkan kaidah hukum Islam dalam pertimbangan 
hukum terhadap putusan perkara cerai gugat tahun 2017. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Penilitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat menjadi sarjana hukum di 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
b. Penelitian ini diharapakan mampu menambah dan memperluas wawasan 





Islam dalam pertimbangan hukum terhadap putusan Hakim di lingkungan 
Badan Peradilan Agama 
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  hal layak pada 
umumnya dan dapat menjadi referensi bagi Pembaca khususnya dalam 








A. Definisi dan Ruang Lingkup Ilmu Fiqh 
1. Pengertian Fiqih 
a. Secara Etimologi 
Secara etimologi, fiqih berasal dari kalimat : 
1. Faqaha(َﮫﻘﻓ), yang bermakna: paham secara mutlak, tanpa memandang 
kadar pemahaman yang dihasilkan. Kata fiqih (ﮫﻘﻓ) secara arti kata 
berarti : “paham yang mendalam”. Semua kata “faqaha” yang terdapat 
dalam Alquran mengandung arti ini. Umpamanya firman Allah QS At 
–Taubah/9 :122 
 ِﻦﻳ ﱢﺪﻟا ِﰲ اﻮُﻬﱠﻘَﻔَـﺘَِﻴﻟ ٌﺔَِﻔﺋَﺎﻃ ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ٍﺔَﻗْﺮِﻓ ﱢﻞُﻛ ْﻦِﻣ َﺮَﻔَـﻧ َﻻْﻮَﻠَـﻓ 
Terjemahnya: 
 
Mengapa tidak pergi dari tiap – tiap golongan diantara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama.27 
Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka 
fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena 
itulah Al–Tirmizi menyebutkan “fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui 
batinnya sampai kepada kedalamnyabukanlah dalam bentuk zanni seperti paham 
atau fiqih yang merupakan ilmu tentang hukum yang zanni dalam dirinya.28 
2. Faqiha(ِﮫﻘﻓ), yang bermakna memahami maksud dari perkataan 
pembicara ketika terjadi komunikasi. Pengertian ini lebih khusus 
dibandingkan pengertian sebelumnya. 
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3. Faquha(ُﮫﻘﻓ), yang bermakna bahwa fiqih sudah menjadi karakter 
ilmiah dan kepakaran. Pengertian ini lebih khusus lagi dibandingkan 
pengertian sebelumnya. 
Fiqih, menurut bahasa bermakna : tahu dan paham.Orang yang mengetahui 
ilmu fiqih dinamai Faqih. Fiqih secara etimologis berarti al-fahm yaitu 
pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengerahan potensi akal. 
Pengertian tersebut dapat ditemukan di dalam QS Hud/11:91 
 
ﺎَﻣ ُﺐْﻴَﻌُﺷَﺎﻳ اﻮُﻟَﺎﻗ  ُﻪَﻘْﻔَـﻧًاﲑِﺜَﻛ ﺎًﻔﻴِﻌَﺿ ﺎَﻨﻴِﻓ َكَاﺮَـَﻨﻟ ﺎﱠﻧِإَو ُلﻮُﻘَـﺗ ﺎﱠِﳑ ۖ◌ َْﲨَﺮَﻟ َﻚُﻄْﻫَر َﻻْﻮَﻟَو َكﺎَﻨ ۖ◌ ﺎَﻣَو
 ﺎَﻨ ْـﻴَﻠَﻋ َﺖَْﻧأ ٍﺰِﻳﺰَﻌِﺑ  
 
Terjemahnya: 
Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa 
yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu 
seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu 
tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang 
yang berwibawa di sisi kami.29 
 Fiqih menurut bahasa artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan 
tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama (Islam)  karena kemuliaannya.30 
 Istilah fiqih pada mulanya meliputi seluruh pemahaman agama sebagai 
yang diungkapkan dalam Alquran  Innatafaqqahu fi ad-din (agar mereka 
melakukan pemahaman dalam agama). Obyek bahasa ilmu fiqih adalah setiap 
perbuatan mukallaf (orang dewasa yang wajib melakukan hukum agama), yang 
terhadap perbuatannya itu ditentukan hukum apa yang harus dikenakan.  Mulai 
dari tindakan hukum seorang mukallaf  tersebut bisa bersifat wajib, sunnah, boleh 
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atau mubah, makruh dan haram, yang semuanya ini dinamakan hukum taklifi dan 
juga bisa dengan sah, batal, dan fasid atau rusak dikenal dengan hukum wadh’i.31 
 
b. Secara Terminologi  
Menurut Ibnu Subki dalam kitabnya Jam’u Al- Jawami’ fiqih berarti : 
ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺘﻟا ﺎﻬﺘﻟدأ ﻦﻣ ﺐﺴﺘﻜﳌا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺔﯩﻋ ﺮﺸﻟا م ﺎﻜﺣ ﻵﺎﺑ ﻢﻌﻟا 
Artinya: 
 
Ilmu tentang hukum – hukum syar’i yang bersifat amaliyah yang digali dan 
ditemukan dari dalil – dalil yang tafsili. 
 
Secara teriminologi Qadhi Baidhawi mendefinisikan fiqih : 
ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺘﻟا ﺔﻟدﻻا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﺘﻜﳌا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣﻻﺎﺑ ﻢﻠﻌﻟا 
Artinya: 
 
Ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat bersifat `amaly 
(yang berasal dari istinbath terhadap) dalil-dalil terperinci. 
 
Ulama memberikan penguraian bahwa arti fiqih secara terminologi yaitu 
fiqih merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui 
dalil di Alquran dan Sunnah. Selain itu fiqih merupakan ilmu yang juga 
membahas hukum syar’iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia 
sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah. Para fuqaha (jumhur 
mutaakhirin) mentakrifkan fiqih dengan : “Ilmu yang menerangkan hukum-
hukum syara’ yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili”. 
Hasan ahmad khatib berkata : “Yang dimaksud dengan fiqih Islami adalah 
sekumpulan hukum syara’yang sudah dibukukan dari berbagai-bagai mahzab, 
baik dari mahzab yang empat atau dari madzab lainnya dan yang dinukilkan dari 
                                                          





fatwa-fatwa sahabat dan tabiín, baik dari fuqaha yang tujuh.32 Di Madinah 
ataupun fuqaha Makkah, Fuqaha Syam dan Fuqaha Mesir, Iraq, Bashrah dan 
sebagainya”. 
Menurut Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqh, fiqih adalah mengetahui 
hukum- hukum syara’ yang bersifat ‘amali (praktis) yang dikaji melalui dalil-dalil 
yang terperinci. Adapun para ulama fiqih mendefinisikan fiqih sebagai 
sekumpulan hukum praktis (yang sifatnya akan diamalkan) yang disyariatkan 
dalam Islam. 
 Referensi lain fiqih juga disebut sebagai koleksi (majmu’) hukum-hukum 
syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya 
yang tafshili. Dengan sendirinya, ilmu fiqih dapat dikatakan sebagai ilmu yang 
bicara tentang hukum-hukum sebagaimana disebutkan itu.33 
Definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa fiqih bukanlah hukum syara’ 
itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syara’ yang dilakukan melalui 
upaya ijtihad. Dengan istilah lain, fiqih adalah produk interpretasi ilmiah dari teks 
Alquran dan Hadis 
Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara 
khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan 
manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia 
dengan Tuhannya. Beberapa ulama fiqih seperti Imam Abu Hanifah 
mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan 
haknya sebagai hamba Allah. 
Jika kalau kita memandang kepada pengertian secara etimologi, maka 
istilah fiqih bersifat general terhadap ilmu aqidah, ilmu akhlaq dan ilmu fiqih. 
Namun fiqih ketika diartikan dengan definisi secara terminologi, maka fiqih sudah 
                                                          
32Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Semarang: PT 
Pustaka Rizki Putra, 1999), 16. Fuqaha tujuh di Madinah ialah: Said ibn Musaiyab, Abu Bakar Ibn 
Abdur Rahman, Urwah Ibnu Zubar, Sulaiman Ibn Yassar, Al Qasim Ibn Muhammad, Kharidjah 
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menjadi satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, berbeda dengan dua disiplin ilmu 
lainnya; akidah dan akhlaq. 
Menurut istilah, fiqih mempunyai dua pengertian, pengertian pertama fiqih 
ialah “Pengetahuan (mengetahui) hukum-hukum syara tentang perbuatan beserta 
dalil-dalinya.” 
Yang dimaksud dengan “al-ahkam” (hukum-hukum) dalam pengertian 
tersebut di atas adalah: “Segala yang diterbitkan pembuat syara’ (Allah) bagi 
manusia baik berupa perintah-perintah maupun aturan perbuatan yang mengatur 
kehidupan dalam masyarakat dan hubungan mereka antara pihak satu dengn 
lainnya serta membatasi perbuatan dan tindak-tanduk mereka.” 
Dan yang dimaksud dengan “Asy-Syar’iyyah” adalah bahwa hukum-
hukum itu diperoleh dari syara’ baik dengan cara mudah karena jelas tersebut 
dalam Alquran dan Hadis maupun melalui jalan ijtihad. 
Kemudian dengan pembatasan: “amaliyah” dimaksudkan bahwa hukum-
hukum itu mengenai perbuatan, bukan mengenai masalah-masalah kepercayaan 
(keimanan) yang dibahas ilmu lain. 
 Dari pengertian fiqih sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa 
fiqih adalah sifat ilmiah.34 
Pengertian kedua, fiqih adalah “Kumpulan (kodifikasi) hukum-hukum 
perbuatan yang disyari’atkan dalam Islam.” 
Disyari’atkan dalam nash (teks) yang jelas dari Alquran dan Hadis 
maupun dari Ijma’serta ijtihad para mujtahid dari nash-nash dan kaidah-kaidah 
umum. 
Pengertian fiqih sebagaimana tersebut di atas meliputi segala hukum 
syara’ baik yang mudah diketahui maupun yang tidak mudah diketahui yakni yang 
diketahui atau yang ditetapkan dengan Ijtihad. Pengertian ini dikemukakan pula 
oleh S. Salam Al-Qabbani dalam komentarnya terhadap kitab Al- Dararil Mudi-
ah. 
                                                          







Pengertian itu sesuai dengan kenyataan kitab-kitab fiqih yang kesemuanya 
membahas hukum-hukum yang mudah diketahui dan tak mudah diketahui. 
Sebenarnya abad pertama hijriyah yaitu masa umat Islam belum mahzab 
dan belum mengikatkan dirinya kepada seseorang mujtahid tertentu dimana 
urusan agama masih di tangan sahabat dan tabiin, fiqih mencakup semua hukum-
hukum agama, baik yang berhubungan dengan hukum-hukum kepercayaan, 
hukum-hukum perbuatan maupun hukum-hukum akhlak. Soal-soal itu berkisar 
sekitar Alquran dan Hadis serta didasarkan kepadanya. Oleh karena itu sebutan ini 
bagi orang-orang yang ahli dalam lapangan hukum tersebut pada masa itu disebut 
“Al-Qurra” karena harus dibaca dari keduanya. 
Pengertian fiqih yang mencakup seluruh pengetahuan agama demikian 
nampak jelas dari firman Allah SWT dalam QS At-Taubah/9:122: 
 اوُرِﺬْﻨُـِﻴﻟَو ِﻦﻳ ﱢﺪﻟا ِﰲ اﻮُﻬﱠﻘَﻔَـﺘَِﻴﻟ ٌﺔَِﻔﺋَﺎﻃ ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ٍﺔَﻗْﺮِﻓ ﱢﻞُﻛ  ْﻦِﻣ َﺮَﻔَـﻧ َﻻْﻮَﻠَـﻓ ًﺔﱠﻓﺎَﻛ اوُﺮِﻔْﻨَـِﻴﻟ َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َنﺎَﻛ ﺎَﻣَو
 َنوُرَﺬَْﳛ ْﻢُﻬﱠﻠَﻌَﻟ ْﻢِﻬَْﻴِﻟإ اﻮُﻌَﺟَر اَذِإ ْﻢُﻬَﻣْﻮَـﻗ 
Terjemahnya:   
 
Tiada sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semua (ke 
medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.35 
 
Dalam Alquran terdapat 20 ayat yang menyebut kata-kata “fiqh”. juga 
dapat dipahami dari sabda Nabi Muhammad saw: “Barang siapa dikehendaki 
Allah akan diberikan kebajikan dan keutamaan, niscaya diberikan kepadanya 
paham yang mendalam dalam agama.” (HR. Bukhari-Muslim) 
Jadi pengertian fiqih pada masa itu yaitu pengertian yang populer di 
kalangan umat Islam pada masa sahabat dan tabiin ialah segala macam 
pengetahuan agama yang tidak mudah mendapatkannya, diperlukan usaha yang 
sungguh-sungguh dengan cara melakukan penelitian, pengkajian dan sebagainya, 
fiqih mempunyai arti yang sama dengan ilmu. 
                                                          





Kemudian pada abad kedua Hijriyah sesudah meluasnya Islam dan 
bertambah banyaknya macam dan lapangan hukum yang menyangkut tindakan  
seseorang, dan hubungan antara seseorang dengan lainnya, lahirlah mujtahid-
mujtahid yang membangun mahzab. Pengertian fiqih dipersempit menjadi sebagai 
suatu disiplin ilmu (pengetahuan) hukum yang menyangkut perbuatan. Hukum 
yang dipetik dari Alquran dan Hadis melalui usaha pemahaman dan Ijtihad.36 
1. Sumber-sumber Fiqih 
Sumber hukum Islam (Syariah Islam) terdiri atas: 
a. Alquran37 
Sumber utama hukum Islam ialah Alquran. Alquran menurut bahasa 
berarti bacaan. Menurut istilah, Alquran adalah himpunan wahyu Allah yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada manusia 
sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di 
akhirat. 
Alquran diturunkan sejak kenabian Muhammad saw secara berangsur-
angsur dalam masa kurang lebih 21 tahun (perhitungan tahun Syamsiyah) atau 
kurang lebih 22,5 tahun (perhitungan tahun Qamariyah), yakni sejak beliau 
berusia 40 tahun hingga beberapa waktu menjelang beliau wafat. 
Alquran diturunkan secara bertahap hingga terhimpun dengan baik dan 
sempurna. Di antara hikmah diturunkan Alquran secara bertahap adalah untuk 
memudahkan penerimaan, pencatatan, penghafalan, pemahaman maksud dan 
kandungan isinya serta memudahkan untuk dihayati diamalkan oleh kaum 
muslimin. Sebab apabila diturunkan secara sekaligus, akan menyulitkan dalam 
penghafalan, penulisan, penghayatan, dan pengamalannya. 
Proses turunnya wahyu melalui beberapa cara, antara lain: Malaikat Jibril 
datang menampakkan dirinya seperti seorang laki-laki, kemudian membacakan 
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firman Allah swt dan Nabi Muhammad saw langsung menangkap dan memahami 
bacaan itu dengan baik, kemudian beliau hafal dengan sempurna. Kadang-kadang 
pula wahyu diterima Nabi Muhammad saw dalam bentuk bunyi seperti suara 
genta, namun dapat ditangkap dengan baik oleh Rasulullah saw. Selain itu, Jibril 
pernah menampakkan dirinya dalam rupa yang asli, sebagaimana diungkapkan 
dalam QS An-Najm/53:13-14: 
 َﺪْﻨِﻋ ىَﺮْﺧُأ ًﺔَﻟْﺰَـﻧ ُﻩآَر ْﺪَﻘَﻟَو ٰﻰَﻬَـﺘْﻨُﻤْﻟا ِةَرْﺪِﺳ  
Terjemahya: 
 
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang 
asli) pada waktu yang lain. (yaitu) di Sidratil Muntaha 
 
Demikian juga Nabi Muhammadsaw menerima wahyu dengan tanpa 
melihat sesuatu pun, namun beliau merasakan bahwa wahyu sudah berada dalam 
kalbunya, sebagaimana diungkapkan dalam QS Asy-Syuura/42:51:38 
 ًﻻﻮ ُﺳَر َﻞ ِﺳْﺮُـﻳ ْو َأ ٍبﺎ َﺠ ِﺣ ِءاَرَو ْﻦ ِﻣ ْو َأ ﺎ ًﻴ ْﺣَو ﱠﻻ ِإ ُﻪﱠﻠﻟا ُﻪ َﻤﱢﻠ َﻜ ُﻳ ْن َأ ٍﺮ َﺸ َﺒ ِﻟ َنﺎ َﻛ ﺎ َﻣَو
 ٌﻢﻴ ِﻜ َﺣ ﱞﻲ ِﻠ َﻋ ُﻪﱠﻧ ِإ  ◌ۚ ُءﺎ َﺸ َﻳ ﺎ َﻣ ِﻪ ِﻧ ْذ ِﺈ ِﺑ َﻲ ِﺣﻮ ُﻴ َـﻓ 
Terjemahnya: 
 
Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata 
dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau 
dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya 
dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha 
Tinggi lagi Maha Bijaksana. 
 
Wahyu yang diterima dari Allah swt, Nabi Muhammadsaw telah 
menunjuk sejumlah sahabat yang pandai baca tulis, yang menurut suatu riwayat 
jumlahnya sekitar 40 orang. Di antaranya Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin 
Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab, 
dan Abdullah bin Arqam. 
                                                          





Wahyu yang turun dituliskan oleh para sahabat pada: kulit, pelepah kurma, 
dedaunan, batu, tulang, dan sebagainya. Tulisan-tulisan tersebut pada asalnya 
tersebut pada para sahabat penulis Alquran. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-
Shiddiq seluruhnya dihimpun pada satu tempat atas saran Umar bin Khatthab ra. 
Sepeninggal Abu Bakar ra, kumpulan naskah Alquran disimpan oleh khalifah 
Umar bin Khatthab ra dan putri beliau Hafsah. Pada masa khalifah Utsman bin 
‘Affan ra, Alquran disalin ke dalam beberapa naskah, kemudian dikirimkan 
kepada beberapa penjuru yang seterusnya disalin lagi dan diperbanyak. 
Kitab Allah swt, Alquran adalah sumber hukum pertama bagi hukum-
hukum dan aturan-aturan Islam.39 
b.  Hadis40 
Al-Hadis menurut bahasa adalah khabar atau berita. Menurut istilah, Hadis 
adalah segala berita yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw, meliputi: 
sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan dalam 
arti membenarkannya (taqrir). 
Hadis lazim pula disebut Sunnah, atau Sunnah Rasulullah saw, sedangkan 
menurut bahasa Sunnah berarti kelakuan, perjalanan, pekerjaan, atau cara. 
Hadis Nabi Muhammadsaw dapat diketahui dari riwayat yang berantai, 
yang dimulai dari sahabat NabiMuhammad saw yang berlangsung menyaksikan 
perbuatan Nabi Muhammadsaw atau mendengar sabdanya. Para sahabat yang 
meliputi berita itu menyampaikannya kepada orang lain, baik kepada sahabat lain 
maupun kepada para tabi’in (generasi setelah sahabat), dan proses itu terus 
berlangsung sampai kepada para penulis Hadis, seperti Bukhari Muslim, Abu 
Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, An-Nasa’i, Ibnu Majah, Daruquthi, Ibnu Hibban, dan 
sebagainya. 
Pada zaman Nabi Muhammad saw, boleh dikatakan tidak ada sahabat yang 
secara terang-terangan menulis Hadis (tidak sebagaimana mereka menuliskan 
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Alquran). Mereka hanya menghafalkan lafazhnya atau maknanya dari sabda 
Rasulullah saw. Pasa tahun 99 H barulah Hadis mulai ditulis dan dikumpulkan 
oleh Abu Bakar bin Hazm atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pekerjaan 
mencatat Hadis terus berkembang diimbangi dengan berkembangnya 
penyeleksian, baik dari materinya sendiri maupun kualitas orang-orang yang 
menjadi mata rantai Hadis tersebut.Para ulama Hadis telah bekerja keras dalam 
memeriksa dan menyeleksi sesuatu berita yang dikatakan sebagai Hadis. Apakah 
betul-betul dari Nabi Muhammadsaw atau bukan, mereka memeriksanya dengan 
ketat, kemudian mengkategorinya dalam derajat, ada yang shahih (dapat 
dipergunakan sebagai dalil/hujjah), ada pula yang dha’if (tidak dapat 
dipergunakan sebagai dalil/hujjah). 
Hadis Shahih, yakni Hadis yang telah diteliti dengan cermat dan dapat 
dipertanggungjawabkan kebenaran beritanya dari Nabi Muhammad saw karena 
pembawa beritanya (sanad) merupakan orang-orang yang jujur, dapat diandalkan 
hafalannya, kaitan sanad-nya satu sama lain saling bertemu, dan isinya tidak 
bertentangan dengan Alquran. 
Hadis Dha’if, yakni Hadis yang setelah diteliti dengan cermat ternyata 
mengandung kelemahan, baik dari segi pembawaan beritanya (sanad) yang 
dipandang tidak jujur, buruk hafalannya, antara kaitan sanad-nya terputus, atau 
isinya bertentangan dengan Alquran. 
Hadis yang menjadi sumber hukum adalah hadis yang shahih, sedangkan 
Hadis dha’iftidak dapat dijadikan sumber hukum. 
Terdapat Sunnah berarti kata-kata, tindakan dan diamnya (taqrir) Nabi dan 
para Imam. Jika nabi telah menjelaskan secara lisan suatu hukum tertentu; jika 
sudah jelas bagaimana nabi melaksanakan kewajiban agama tertentu; jika 
diketahui orang lain melaksanakan kewajiban agama tertentu semasa beliau 
dengan suatu cara yang memperoleh berkah dan izin beliau; artinya bahwa dengan 





yang cukup bagi seorang Faqih untuk memandang tindakan yang dipersoalkan 
tersebut sebagai hukum aktual Islam.41 
c.   Ijma’ 
Ijma’ menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, Ijma 
berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan 
suatu hukum yang tidak  ditemukan dalilnya secara tegas dalam Alquran atau 
Hadis. Apabila para ulama mujtahidin sepakat dalam menetapkan hukumnya, 
berarti lahirlahIjma/kesepakatan (konsensus) para ulama. 
Meskipun Ijma’ mengenai masalah-masalah yang tidak ada dalil hukumnya 
secara tegas dan jelas dari Alquran dan Hadis, namun prosesnya tidak boleh lepas 
dari landasan Alquran dan Hadis, yaitu berpegang kepada kaidah dasar agama. 
Tidak boleh ada Ijma’ yang bertentangan dengan Alquran dan Hadis yang 
merupakan sumber kaidah dasar agama.Andaikata ada Ijma’ yang bertentangan 
dengan Alquran dan Hadis, Ijma’tersebut otomatis batal.42 
Dilihat dari segi terjadinya. Ijma dapat terbagi kepada dua bagian, yakni 
Ijmasharih dan Ijmasukuty: 
Ijma’ sharih ialah bila semua mujtahid mengeluarkan pendapat-
pendapatnya, baik dengan perkataan maupun dengan tulisan, yang menyatakan 
persetujuan atas pendapat yang telah diberikan oleh seseorang mujtahid masanya. 
Sedangkan Ijma sukuty adalah diamnya sebagian ulama mujtahid atas 
pendapat mujtahid lainnya dalam menolak atau menerima pendapat tersebut dan 
diamnya itu bukan karena takut, segan, atau malu.43 
Ijma berarti kesepakatan dengan suara bulat dari para ulama atas suatu 
persoalan tertentu. Menurut pendapat ulama Syi’ah, Ijma merupakan 
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Hujjah,karena jika semua muslim memiliki kesatuan pandangan, ini merupakan 
bukti bahwa pandangan tersebut telah diterima dari nabi.44 
d.   Qiyas 
Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat.Qiyas menurut 
bahasa artinya ukuran. Menurut istilah Qiyas adalah hukum yang telah tetap 
dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau 
perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama 
dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya. 
Dalam proses Qiyas, ada 4 faktor (rukun) yang harus dipenuhi, yakni 
asalnya, cabangnya, hukumnya, dan sifatnya. Misalnya, tentang haramnya khamar 
(arak).Khamar itu disebut asalnya. Sifatnya memabukkan dipandang sebagai 
sebabnya, maka setiap minuman lain yang sifatnya memabukkan dipandang 
sebagai cabangnya, dan dinyatakan hukumnya sebagai haram. Dari kriteria 
tersebut, dapat dikembangkan kepada minuman atau makanan lain. Apabila 
terdapat kesamaan maka dihukum sebagaimana khamar, misalnya narkotik. 
Sikap para ulama mujtahidin terhadap qiyas berbeda-beda. Golongan 
Hanafiyah mementingkannya dan mendahulukannya dari hadis ahad (tidak 
mansyur). Imam Ahmad bin Hanbal membatasi diri dalam mempergunakannya, 
hanya dalam keadaan darurat saja, yaitu jika tidak ada nash dalam Alquran, Hadis, 
Atsar, atau Fatwasahabat walaupun dha’if. Adapun Imam Malik dan Imam Syafi’I 
menempuh jalan tengah. Pandangan moderat Imam Malik tampak karena Qiyas 
dipergunakan selama tidak ada nash dari Alquran, Hadis, dan Atsar sahabat yang 
sah. Golongan Hanafiyah lebih mengutamakan Qiyas daripada Hadis ahad, 
sedangkan golongan syafi’iyah baru menggunakan Qiyas apabila tidak ada nash 
Alquran dan Hadis.45 
Pengertian Qiyas dapat dibagi dilihat dari 2 segi, yaitu: 
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1. Menurut logika, Qiyas artinya mengambil suatu kesimpulan khusus dari 
dua kesimpulan umum sebelumnya (silogisme). 
2. Menurut hukum Islam, Qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari 
masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan 
masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi 
alasan dari masalah baru itu.46 
e.   Akal(‘aql) 
Kesaksian hujjah akal dalam pandangan Syi’ah berarti bahwa jika dalam 
suatu keadaan akal memberikan keputusan yang jelas, maka keputusan itu, karena 
ia bersifat pasti dan mutlak, adalah hujjah. Diantara ulama yang Sunni, Abu 
Hanifah, memandang Qiyas (analogi) sebagai dalil (bukti) keempat dan karenanya 
menurut aliran Hanafi, sumber-sumber fiqih ada empat: Alquran, Hadis, Ijma’ dan 
Qiyas. 
Namun, menurut ulama Syi’ah, karena Qiyas adalah dugaan dan sangkaan 
murni, dan karena seluruh yang telah diterima dari nabi dan para Imam adalah 
cukup untuk memenuhi tanggung jawab (keagamaan) kita, perujukan kepada 
Qiyas secara keras dilarang.47 
Setiap hukum harus mempunyai landasan dari sumber-sumber hukum 
tersebut. Jika tidak maka itu tidak boleh diamalkan. Contohnya adalah hukum 
yang memperbolehkan seorang wanita menjadi imam shalat bagi makmum laki-
laki. Alasannya adalah bahwa laki-laki itu setara dengan wanita. Kalau laki-laki 
boleh mengimami wanita maka wanitapun juga boleh menjadi imam bagi laki-
laki. Karena hukum ini tidak berdasar pada sumber-sumber hukum di atas dan 
hanya merupakan pertimbangan akal, maka tidak bisa dibenarkan dan karenanya 
tidak boleh diamalkan. 
2. Hakikat Hukum Islam 
Ulama sependapat bahwa di dalam syariat Islam terdapat segala hukum 
yang mengatur setiap tindakan manusia, baik perkataan maupun 
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perbuatan.Hukum-hukum itu ada kalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan 
adakalanya pula hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah 
secara umum. Untuk memahami hukum Islam dalam bentuk yang disebut pertama 
tidak diperlukan Ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dan diamalkan apa 
adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh Allah. Hukum Islam 
dalam bentuk ini disebut wahyu murni. Adapun untuk mengetahui hukum Islam 
dalam bentuk kedua diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid 
untuk menggali hukum yang terdapat di dalam nashmelalui pengkajian dan 
pemahaman yang mendalam. Keseluruhan hukum yang ditetapkan melalui cara 
seperti disebut terakhir ini disebut fiqih. 
Dalam perist’ilahan syar’i, ilmu fiqih dimaksudkan sebagai ilmu yang 
berbicara tentang hukum-hukum syar’iamali (praktis) yang penetapannya 
diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang 
terperinci (baca: al-Tafshili) dalam nash (Alquran dan hadis). 
Hukum syar’i yang dimaksud dalam definisi di atas adalah segala 
perbuatan yang diberi hukumnya itu sendiri dan diambil dari syariat yang dibawa 
oleh Nabi Muhammad saw. Adapun kata ‘amali dalam definisi itu dimaksudkan 
sebagai penjelasan bahwa menjadi lapangan pengkajian ilmu ini hanya yang 
berkaitan dengan perbuatan (’amaliyah) dari mukallaf itu. Sedangkan dalil-dalil 
terperinci (al-tafshili) maksudnya adalah dalil-dalil yang terdapat dan terpapar 
dalam nash dimana satu per satunya menunjuk pada satu hukum tertentu. 
Dalam versi lain, fiqih juga disebut sebagai koleksi (majmu’) hukum-
hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-
dalilnya yang tafshili. Dengan sendirinya, ilmu fiqih dapat dikatakan sebagai ilmu 
yang bicara tentang hukum-hukum sebagaimana disebutkan itu.48 
3. Ruang Lingkup Ilmu Fiqih 
                                                          






Keistimewaan fiqih islami dari pada hukum-hukum (Undang-undang) 
lainnya karena ia meliputi tiga prinsip hubungan manusia yaitu:49 
a. Hubungan manusia dengan Tuhannya; 
b. Hubungannya dengan dirinya sendiri; dan 
c. Hubungannya dengan mastarakat. 
Ilmu fiqih Islami, bukan hanya duniawi semata, tetapi untuk dunia dan 
akhirat, dia adalah agama dan kekuasaan, serta berlaku umum bagi umat manusia 
hingga hari kiamat. 
Isi ilmu fiqih seluruhnya terjalin dengan baik antara akidah dengan ibadah, 
akhlak dan muamalah, untuk menciptakan kesadaran hati nurani, dan rasa 
tanggung jawab, karena selalu merasakan pengawasan Allah kepadanya, baik 
dalam keadaan terang-terangan, maupun tersembunyi. Orang yang selalu 
merasakan demikian, tetap tenang hatinya, tentram jiwanya dan merasa aman 
dalam hidupnya. 
Ruang lingkup ilmu fiqih yang berkaitan dengan segala kegiatan orang-
orang mukallaf yang meliputi: perkataannya, perbuatannya, dan seluruh daya-
upayanya, dapat di bagi atas dua bagian (kelompok) yaitu: 
a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan segala macam, ibadah yang meliputi: 
thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan sebagainya, yang 
bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. 
b. Hukum-hukum selain ibadah, yang dalam istilah syar’i disebut dengan “hukum 
muamalah”, yang meliputi berbagai macam transaksi, daya-upaya, hukuman, 
pelanggaran, jaminan dan sebagainya yang dimaksudkan untuk mengatur 
hubungan orang-orang mukallaf dengan sesama mereka, baik secara pribadi, 
maupun jama’ah (masyarakat). 
Dizaman modern, hukum muamalah, dirinci atas beberapa macam bidang 
yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang berkaitan dengannya, yaitu:50 
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a. Hukum-hukum yang berhubungan dengan urusan keluarga, semenjak 
terbentuknya keluarga itu, hingga berakhirnya. 
b. Hukum Perdata (Hukum sipil) 
c. Hukum Jinayah (Pidana) yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan tindakan 
pidana (kejahatan) dari orang mukallaf dan hukumannya. 
d. Hukum Acara yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan: penuntutan, 
pemeriksaan, saksi, sumpah, dan pemutusan perkara ini dimaksudkan untuk 
mengatur cara-cara mengajukan perkara, untuk menciptakan keadilan diantara 
manusia. 
e. Hukum Dusturiah (perundang-undangan) yaitu hukum-hukum yang mengatur 
tentang dasar-dasar pemerintahan (negara) dan sistemnya. 
f. Hukum Internasional yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan Negara-
negara Islam dengan negara-negara lain, baik dalam keadaan perang maupun 
dalam keadaan damai.51 
g. Hukum Ekonomi dan Keuangan yaitu hukum-hukum yang mengatur sumber-
sumber pemasukan keuangan negara dan menetapkan anggaran belanja negara; 
mengatur hak dan kewajiban setiap Negara dibidang keuangan dan mengatur 
hubungan sosial-ekonomi antara orang kaya dan orang fakir-miskin, serta 
antara pemerintah denagn rakyat. 
Obyek ilmu fiqih pada pokoknya, yang menjadi objek pembahasan dalam 
ilmu fiqih adalah perbuatan mukallaf dilihat dari sudut hukum syara’. Perbuatan 
tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar: ibadah, mu’amalah, 
dan ‘uqubah. 
Pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang pada pokoknya 
berkaitan dengan urusan akhirat. Artinya, segala perbuatan yang dikerjakan 
dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah swt, seperti shalat, puasa, haji, 
dan lain sebagainya. 
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Bagian muamalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, 
seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, amanah, dan harta 
peninggalan. Pada bagian ini juga dimasukkan persoalan munakahat dan siyasah. 
Bagian uqubah mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak 
pidana, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan dan lain-
lain. Bagian ini juga membicarakan hukuman-hukuman, seperti qisas, had, diyat, 
dan ta’zir.52 
Seluruh perbuaatan manusia, baik yang masuk dalam ketujuh kelompok di 
atas maupun tidak semuanya mempunyai hukum. Yaitu salah satu diantara lima 
hukum dibaw ah ini:  
a. Wajib, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan. Jika dikerjakan maka pelakunya 
memperoleh pahala dan jika ditinggalkan maka ia menuai dosa. Kata lain dari 
wajib adalah fardhu. Wajib ini ada dua macam: 
1. Wajib ‘ain (fardhu ‘ain), yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap 
individu Muslim. Mempelajari ilmu Fiqih terhadap permasalahan yang 
tidak boleh seorang muslimpun tidak mengetahuinya adalah fardu ain bagi 
setiap muslim. Ilmu-ilmu tersebut sering kita kenal dengan istilah  ﻦﻣ ﲅ  ﺎﻣ
 ةروﴬﻟ  ﺪﯿﻟا atau dengan istilah  ﻬﳚ ﲅﺴﳌا ﻊﺴ  ﻻ ﺎﻣ. Ilmu tersebut merupakan 
ilmu primer yang mesti diketahui oleh seorang muslim bagaikan 
kebutuhan mereka kepada makanan pokok yang merupakan kebutuhan 
primer manusia. Contoh: sholat, puasa, zakat dan lain-lain. 
2. Wajib kifayah (fardhu kifayah), yaitu kewajiban yang dibebankan kepada 
sebuah komunitas Muslim. Jika salah satu dari anggota komunitas itu 
sudah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban itu atas yang lain. Tapi 
jika tak ada satupun yang melaksanakannya maka setiap anggota 
komunitas tersebut berdosa. 53 
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Mempelajari ilmu fiqih secara lebih mendalam terhadap setiap 
permasalahan-permasalahan fiqih adalah fardu kifayah bagi setiap muslim. 
Apabila tidak ada muslim yang mempelajari ilmu fiqih secara mendalam pada 
satu wilayah (dalam radius wilayah yang sudah boleh mengqashar shalat), maka 
mereka akan berdosa. Contoh: memandikan mayit, mensholatkan dan 
menguburkannya. 
b. Sunnah, yaitu sesuatu yang jika dikerjakan maka pelakunya mendapat pahala 
namun jika ditinggalkan ia tidak berdosa. Mempelajari ilmu fiqih secara lebih 
mendalam pada seluruh permasalahan fiqih setelah terpenuhinya kewajiban 
fardhu ain dan fardhu kifayah.Contoh: Shalat tarawih, puasa Senin Kamis, 
sholat tahajjud dan lain-lain. 
c. Mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan tanpa 
bernilai pahala dan dosa. Contoh: makan, minum, tidur dan lain-lain. Namun 
hal-hal yang masuk dalam kategori mubah ini bisa benilai pahala jika disertai 
dengan niat. 
d. Makruh, yaitu sesuatu yang jika ditinggalkan pelakunya mendapat pahala 
namun jika tidak ditinggalkan ia tidak berdosa. Contoh: minum dengan tangan 
kiri dan lain-lain. 
e. Haram, yaitu sesuatu yang jika ditinggalkan pelakunya mendapat pahala dan 
jika dikerjakan ia berdosa. Contoh: zina, meminum minuman keras, 
menggunjing dan lain-lain. Walaupun hukum syara’mengenai perbuatan 
manusia, seperti: wajib, haram, sunah, makruh, mubah, sah, batal, ada atau 
lainnya, namun dalam kenyataannya tersusun dari dua bagian : Pertama, 
hukum-hukum syara amaliyah dan kedua, dalil-dalil tafshiliyah (yang jelas) 
mengenai hukum itu. 
Hukum fiqih diambil dari wahyu baik yang ditilawatkan (Alquran) 
maupun wahyu yang tidak ditilawatkan. Apabila mujtahid tidak memperoleh 
nash, maka dia menggali hukum itu dari ruh (jiwa) syari’at dan maksud-
maksudnya. 
Syariat Islam mencakup seluruh sisi hidup dan kehidupan manusia dan 





permasalahan dalam dunia manusia yang tidak dijamah oleh syariat. Tidak ada 
satupun perbuatan manusia kecuali ada hukumnya menurut pandangan syariat. 
Karena hukum Allah berkaitan dengan seluruh perbuatan manusia, seperti yang 
disampaikan oleh para ulama ushul fiqh. Secara spesifik ilmu untuk mengkaji 
perbuatan manusia dari perspektif syariat ini dikaji dalam ilmu fiqih. 
Setiap pengkaji sebuah ilmu sebelum mendalaminya mereka mesti 
mengetahui dasar-dasar sebuah ilmu. Agar ilmu yang akan ditekuni bisa diraih 
dengan pencapaian paripurna. Dasar-dasar sebuah ilmu ini dikenal oleh para 
ulama dengan istilah mabadi` `asyarah al `ilm. Karena seseorang yang tidak tahu 
apa yang sedang ditekuninya, akan berdampak terhadap kesia-siaan, yang tidak 
mendatangkan faedah dalam pencariannya. Sebagian ulama mengatakan:“orang-
orang yang tidak menguasai dasar-dasar sebuah ilmu, maka ia tidak akan sampai 
(kepada puncak pencapaian paripurna sebuah ilmu)”. 
Menerapkan hukum-hukum syariat Islam terhadap perbuatan dan ucapan 
manusia. Jadi, ilmu fiqih itu adalah rujukan (tempat kembali) seorang Hakim 
(qadhi) dalam keputusannya, rujukan seorang Mufti dalam fatwanya, dan rujukan 
seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syariat dalam ucapan dan 
perbuatannya. Inilah tujuan yang dimaksudkan dari semua undang-undang untuk 
ummat manusia, karena dari undang-undang itu tidak dimaksudkan kecuali untuk 
menerapkan materi hukumnya terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Selain itu 
juga untuk membatasi setiap mukallaf terhadap hal-hal yang diwajibkan atau 
diharamkan baginya.54 
Mempelajari fiqih membuahkan terlaksananya ibadah dan muamalat 
secara benar serta meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, yang merupakan 
anugerah terbesar dari Allah Swt. 
B. Tinjauan Historis Ushul Fiqh dalam Islam 
Ushul fiqh berasal dari bahasa arab ushul fiqh yang terdiri dari dua kata, 
yaitu ushul dan fiqh. Masing-masing kata itu mempuyai pengertian tersendiri. 
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Dalam tata bahasa Arab, gabungan dua kata seperti itu dikenal dengan istilah 
idhafah, kata Ushul adalah mudhaf sedang kata fiqh adalah mudhaf ilahi. 
Gabungan dari dua kata itu mempunyai pengertian ushul bagi fiqih. Pengertian 
ashluyang dimaksud, bila dihubungkan dengan kata fiqih adalah bermakna dalil, 
dasar atau kaidah. Dalam pengertian ini, maka kata ushul fiqh berarti dalil-dalil 
atau dasar-dasar, atau kaidah-kaidah bagi fiqih, seperti Alquran, Hadis, Ijma’, 
Qiyas, dan lain-lain. Jika fiqih diartikan sebagai pengetahuan tentang norma 
hukum syara’ tentang perbuatan manusia yang ditemukan dari dalil-dalilnya yang 
rinci, maka makna ushul fiqh yang sesungguhnya adalah kaidah-kaidah yang 
digunakan untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum suatu perbuatan 
manusia yang diambil dari dalilnya yang rinci. Sesuai dengan yang diungkapkan 
Abdul Wahab Khallaf: ”Ushul fiqh adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah 
dan pembahasan yang dapat digunakan untuk memperoleh norma-norma syar’i 
suatu perbuatan dari dalil-dalil atau dasar dasar yang terperinci”.55 
Ada juga ulama yang membuat definisi ushul fiqh secara ringkas “Dalil-
dalil fiqh yang berbetuk global atau tidak terperinci”56 
Seperti contoh “setiap perintah pada asalnya menunjukkan wajib”, “setiap 
larangan pada asalnya menunjukkan haram”, dan lain-lain. Dari contoh itu, jika 
seorang ahlifiqh bermaksud mencari norma tentang niat sebelum wudhu apakah 
wajib atau tidak, maka dia harus menemukan nash yang menuntunnya dengan 
jalan Ijtihad berpedoman terhadap kaidah diatas, yaitu hadis Nabi Muhammad 
saw: 
 ِتﺎَﻴﱢـﻨﻟِﺎﺑ ُلﺎَﻤْﻌَْﻟا َﺎ ﱠﳕِإ )ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ(  
Terjemahnya: 
Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung dari niat.(HR. Bukhari 
Muslim) 
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Kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang dimaksud adalah aturan-aturan dan 
langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang ahli fiqih 
dalamprosesmenemukan norma hukum syara’ atas suatu perbuatan dari dalil-
dalilnya. Abu Zahrah menyatakan bahwa ushul fiqh adalah pengetahuan yang 
menjelaskan tata tertib atau regulasi yang harus diketahui oleh para mujtahid 
dalam rangka menemukan aturan syara’ atas perbuatan manusia dari dalil atau 
nash yang rinci yang digunakan dasar penetapannya.57 
Penjelasan beserta contoh diatas, dapat dipahami perbedaan ushul fiqh dan 
fiqih, yaitu bahwa ushul fiqh adalah metode ataukaidahatau dalil atau dasar yang 
harus ditempuh dalam upaya memperoleh kejelasan norma syara’ atas hukum 
suatu perbuatan dari dalil-dalilnya. Selain itu, juga harus terampil dan profesional 
dalam menetapkan dalil mana yang harus didahulukan, dinomorduakan dan 
seterusnya. Sedangkan fiqih adalah hasil yang berupa norma-norma hukum yang 
didapat dengan tata cara tersebut. Hubungan antara ushul fiqh dengan fiqih adalah 
seperti hubungan ilmu logika dengan ilmu-ilmu lain yang berbasis filsafat, atau 
seperti hubungan ilmu nahwu dengan tata cara berbicara dalam bahasa Arab atau 
tata cara menulisnya. Artinya ushul fiqh itu menuntun dan mengarahkan seorang 
mujtahid dalam beristinbath atau berijtihad serta menghindarkannya dari 
kesalahan sebagaimana ilmu logika dan ilmu nahwu. 
Ushul fiqh sebagai suatu cabang ilmu tersendiri sebagaimana kita kenal 
sekarang ini, pada masa Rasulullah saw belum dikenal. Hal ini disebabkan pada 
masa Rasulullah saw, dalam memberikanfatwa dan menetapkan hukum dapat 
secara langsung mengambil dari nash Alquran yang diwahyukan kepadanya atau 
beliau menjelaskan hukum dengan melalui Hadisnya yang pada hakikatnya 
merupakan wahyujuga. Artinya nabi juga melakukan kegiatan Ijtihad, namun 
ijtihad yang dilakukan nabi berbeda dengan Ijtihad para sahabat, tabi’in dan yang 
lainnya. Karena Ijtihad yang dilakukan nabi dipastikan terjamin kebenarannya, 
                                                          





dan bila salah seketika itu juga akan turun wahyu yang membenarkannya. 
Sebagaimana yang diungkapkan Alquran QS An-Najm/53:2-5: 
 
  ىََﻮْﳍا ِﻦَﻋ ُﻖِﻄْﻨَـﻳ ﺎَﻣَو)٣ ( ٌﻲْﺣَو ﻻِإ َﻮُﻫ ْنِإ ﻰَﺣُﻮﻳ)٤ ( ُﺪﻳِﺪَﺷ ُﻪَﻤﱠﻠَﻋ  ىَﻮُﻘْﻟا)٥(  
Terjemahnya: 
Kawanmu (Muhammad) tidak sesat, dan tidak pula keliru, dan tiadalah 
yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya, 
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), 
yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.58 
Kalau pada masa sahabat juga jelas terdapat Ijtihad. Seperti contoh Ijtihad 
pengumpulan Alquran dimasa Abu Bakar, kemudianpembukuannya di masa 
Ustman bin Affan. Penggajian tentara di masa Umar bin Khattab dan tidak 
membagikan ghanimah kecuali sebagian saja. Termasuk shalat tarawih 
berjama’ah selama sebulan di bulan Ramadlan, dan lain-lain. Ijtihad yang 
dilakukan para sahabat ini memang didasari persetujuan nabi, yaitu ketika beliau 
memerintahkan sahabat Mu’adz bin Jabal ke Yaman sebagai Hakim, nabi 
bertanya: “bagaimana engkau memutuskan sesuatu bila tidak terdapat 
keterangan dalam Alquran dan Hadis?”,Mu’adz menjawab“aku akan 
berijtihad”. Kemudian nabi menepuk bahu Mu’adz sambil berkata: “segala puji 
bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah tentang sesuatu 
yang diridlai Rasulullah”. Artinya nabi membenarkan, bahkan menyuruh sahabat 
untuk melakukan ijtihad jika dirasa hal itu perlu untuk dilakukan. 
Pada masa tabi’in, mulai terjadi penyusunan kaidah-kaidah ushul fiqh 
secara sistematis. Orang yang pertama kali menyusun ilmu ushul fiqh beserta 
kaidah-kaidahnya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i 
yang menulis kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah disusun di Baghdad atas 
permintaan Abdurrahman bin Mahdi di Makkah, yang mengusulkan kepada imam 
Syafi’i untuk menulis sebuah kitab yang menerangkan Alquran, Ijma’, nasikh 
(penghapusan/pembatalan hukum syara’), mansukh (nash/hukum yang 
                                                          





dibatalkan), dan Hadis. Itulah sebabnyaia dinamakan Ar-Risalah, yang artinya 
sepucuk surat. Lantaran, sesudah selesainya didiktekan kepada murid-muridnya, 
kitab ini dikirim seperti mengirim surat kepada Abdurrahman bin Mahdi di 
Makkah.59 
Di samping itu, juga ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwasebelum 
Imam Syafi’i menulis Ar-Risalah, sebenarnya telahada ulama yang menyusun 
ushul fiqh, yakni imam Abu Yusuf.ؤTetapi karena tulisannya tidak terjaga dan 
tidak dikembangkan (di-syarah) oleh murid-muridnya, maka karyanya hilang 
tidak bisa dilihat hingga sekarang.60 Oleh karena itu maka Imam Syafi’i dikenal 
sebagai bapak ilmu ushulfiqh. Setelah Ar-Risalah Imam Syafi’i, barulah muncul 
kitab-kitab ushulfiqh yang dikarang banyak ulama, baik dari kalangan 
madzhabSyafi’iyyah maupun dari madzhab lain. Lapangan pembahasan ushul fiqh 
menurut sebagian ulama yaitu: 
ﺔﻟﺪﻠﺑ مﺎﻜﳊاﺔﻟدﻻا تﺎﺒﺛﺎﻣﺎﻜﺣﻻﺎﺒﺗﻮﺒﺛو  
Artinya:  
 
Menetapkan suatu dalil terhadap satu hukum tetapnya satu hukum dengan 
satu dalil.61 
 
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan disini 
hanyalah mengenai dalil syara’dan cara mengetahui bahwa dalil itu menunjukkan 
satu hukum, dan juga mengetahui sebaliknya, yakni menyelidiki suatu hukum 
tentang dalil yang menujukkan hukum tersebut. Sebagai contoh firman Allah QS 
Al-Baqarah/2:43 yang berbunyi: 
 َةَﻼﱠﺼﻟا اﻮُﻤﻴَِﻗأَو 
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Dan dirikanlah shalat....62 
 
Kalimat “dirikanlah”dalam ayat tersebut merupakan satu perintahkepada 
kita untuk mendirikan ushul fiqih, shalat. Adapun setiap perintah, pada asalnya 
adalah “wajib”. Maka natijah atau konklusinya, shalat itu wajib didirikan atau 
dikerjakan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa perintah shalat pada ayat itulah 
yang membuat wajibnya shalat, dan demikian juga sebaliknya bahwa wajibnya 
shalat yaitu karena perintah pada ayat tersebut.  
Ushul fiqh bertujuan memberikan pengetahuan kepada umatIslamtentang 
bagaimana jalan dalam mendapatkan hukum syara’, dan cara-cara untuk 
mengistinbathkan satu hukum dari dalilnya. Dengan menggunakan maka 
seseorang akan terhindar dari taklid, sebagaimana seorang mujtahid 
mengggunakannya dalam mengistinbathkan furu’ (cabang) dari ushul 
(asal).Begitu juga sebagaimana dilakukan oleh seorang muttabi’dalam 
mengembalikan furu’ (cabang) kepada ushul (asal). Tidak dapat dipungkiri, 
bahwa kebutuhan terhadap ushul fiqh sangat diperlukan dalam Istinbath/Ijtihad 
hukum. 
Para ulama yang berijtihad atau yang mentarjih dari beberapa madzhab 
atau sekalipun hanya dalam satu madzhab saja misalnya, tidak akan dapat berbuat 
banyak dalam bidang hukum bila tidak mengetahui kaidah-kaidah hukumnya. 
Kita dapat membandingkan pendapat para ulama apabila mengetahui dalil yang 
digunakannya. Sedangkan “mengetahui dalil” merupakan wilayah ushul fiqh. 
Fiqih akan tetap berkembang sesuai dengan zaman. Hal ini akan membuat agama 
Islam “shalih likulli zaman wa makan”, sesuai untuk setiap waktu dan setiap 
tempat. Selama fiqih masih berkembang, selama itu pula kaidah-kaidah ushul fiqh 
masih diperlukan. 
 
                                                          





C. Penerapan dan Perbedaan Al-Qawaid  Ushuliyyah dan Al-Qawaid Fiqhiyyah 
dalam Hukum Islam 
1. Al-Qawaid Ushuliyyah 
Ushul fiqh berasal dari dua kata, yaitu kata ushl bentuk jamak dari Ashl 
dan kata fiqh.Ashl secara etimologi diartikan sebagai“fondasi”. 
Adapun menurut istilah, Ashl mempunyai beberapa arti : 
a. Dalil, yakni landasan hukum, seperti pernyataan para ulama ushul fiqh 
bahwa ashl dari wajibnya shalat lima waktu adalah firman Allah swt dan 
Sunnah Rasul. 
b. Qaidah, yaitu dasar atau fondasi sesuatu, seperti sabda Nabi Muhammad 
saw :  
 ـْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر ِبﺎﱠﻄَﳋْا ِﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ ِﷲا ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﲪﱠﺮﻟا ِﺪْﺒَﻋ ِْﰉَا ْﻦَﻋ َلَﺎﻗﺎَﻤُﻬ ﷲا َلْﻮُﺳَر ُﺖْﻌ
َِﲰ 
 َﻤﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا َﻰﻠَﻋ ُمَﻼْﺳِﻹِا َِﲏُﺑ ُلْﻮُﻘَـﻴ ٍﺲَْﲬ  
Artinya: 
Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘anhu 
berkata : Aku pernah mendengar Rasululah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: “Islam dibangun atas lima pekara. (HR Bukhari dan Muslim).63 
c. Rajih, yaitu yang terkuat, seperti dalam ungkapan para ahli ushul fiqih : 
”Yang terkuat dari (isi/kandungan) suatu hukum adalah arti 
hakikatnya”.Maksudnya, yang menjadi patokan dari setiap perkataan adalah 
makna hakikat dari perkataan tersebut. 
d. Mustashhab, yakni memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula 
selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, seseorang yang hilang, 
apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan 
perkawinannya? Orang tersebut harus dinyatakan masih hidup sebelum ada 
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berita tentang kematiannya. Ia tetap terpelihara haknya seperti tetap 
mendapatkan waris, begitu juga ikatan perkawinannya dianggap tetap. 
e. Far’u (cabang), seperti perkataan ulama ushul : ”Anak adalah cabang dari 
ayah”(Abu Hamid Al Ghazali). 
Dari kelima pengertian ashl di atas, yang biasa digunakan adalah dalil, 
yakni dalil-dalil fiqih. Makna qaidah ushuliyyah adalah dalil Maka qaidah 
ushuliyyah adalah dalil syara’ yang bersifat menyeluruh, universal dan global 
(kulli dan mujmal). Qaidah ushuliyyah merupakan sejumlah peraturan untuk 
menggali hukum. Qaidah ushuliyyah umumnya berkaitan dengan ketentuan 
dalalah lafazh atau kebahasaan.  
Qaidah ushuliyyah berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum 
yang terdapat dalam bahasa sumber hukum. Menguasai qaidah ushuliyyah dapat 
mempermudah faqih untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa 
hukum yang dihadapinya. 
2. Al-Qawaid Fiqhiyyah 
Al- Qawâ’id merupakan jamak dari qaidah (kaidah).Para ulama 
mengartikan qaidah secara etimologi (asal usul kata) dan terminologi 
(istilah).Dalam arti bahasa, kaidah bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam 
arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata qawâ’id al-bait, yang 
artinya fondasi rumah, qawâ’id al-dîn, artinya dasar-dasar agama, qawâ’id al-îlm, 
artinya kaidah-kaidah ilmu. Arti ini digunakan di dalam AlquranQS Al-
Baqarah/2:127 dan QSAn-Nahl/16:26 : 
 ُﻞﻴِﻋَﺎْﲰِإَو ِﺖْﻴَـﺒْﻟا َﻦِﻣ َﺪِﻋاَﻮَﻘْﻟا ُﻢﻴِﻫَاﺮْـﺑِإ ُﻊَﻓْﺮَـﻳ ْذِإَو 
Terjemahnya: 
Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama 
Ismail.64 
                                                          





 ِﺪِﻋاَﻮَﻘْﻟا َﻦِﻣ ْﻢُﻬَـﻧﺎَﻴ ْـﻨُـﺑ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰََﺗﺄَﻓ ْﻢِﻬِﻠْﺒَـﻗ ْﻦِﻣ َﻦﻳِﺬﱠﻟا َﺮَﻜَﻣ ْﺪَﻗ 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, 
maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya.65 
Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas 
atau fondasi, tempat yang diatasnya berdiri bangunan.Kata “al-qawaid”( jamak 
dari kata qaidah) yang berarti “dasar” atau “ fundamen” dalam ayat ini akhirnya 
dijadikan pijakan oleh para ahli bahasa Arab untuk mendefinisikan arti “kaidah” 
secara etimologis(lughawi).66 Dan demikian secara etimologis, kaidah adalah 
dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis 
fiqih 
Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kaidah secara terminologi 
(istilah).Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitkannya. Akan 
tetapi, substansinya tetap sama. Sebagai contoh, Muhammad Abu Zahrah 
mendefinisikan kaidah dengan : 
 “Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada 
qiyas/analogi yang mengumpulkannya”67 
Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan kaidah fiqih dengan : 
”Ketetapan yang kulli (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh 
bagian-bagiannya”68 
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Imam Tajjuddin al-Subki (w.771 H) mendefinisikan kaidah dengan 
:”Kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak 
sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi”.69 
Bahkan Ibnu Abidin (w. 1252 H) dalam muqaddimah-nya, dan Ibnu 
Nuzaim (w. 970 H) dalam kitab al-asybâh wa al-nazhâir dengan singkat 
mengatakan bahwa kaidah itu adalah :70 
”Sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan dirinci dari padanya 
hukum”  
Sedangkan menurut Imam al-Suyuthi di dalam kitabnya al-asybâh wa al-
nazhâir, mendefinisikan kaidah :  
”Hukum kulli (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya” 
Dari definisi-definisi tersebut di atas, jelas bahwa kaidah itu bersifat 
menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada 
juz’iyat-nya (bagian-bagiannya). 
Kaidah-kaidah fiqih yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general 
dari materi fiqih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari 
kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash. 
Dengan demikian didalam hukum Islam ada dua macam kaidah fiqih, 
pertama  kaidah-kaidah ushul fiqh, yang kita temukan di dalam kitab-kitab ushul 
fiqh, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (takhrij al-ahkam) dari 
sumbernya, Alquran dan Hadis. Kedua, kaidah-kaidah fiqih yaitu kaidah-kaidah 
yang disimpulkan secara general dari materi fiqih dan kemudian pula untuk 
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menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas 
hukumnya di dalam nash 
Oleh karena itu, baik kaidah-kaidah ushul fiqh maupun kaidah-kaidah 
fiqih, bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah 
usul sering digunakan di dalam takhrij al-ahkam, yaitu mengeluarkan dari dalil-
dalilnya(Alquran dah Hadis). Sedangkan kaidah fiqih sering digunakan dalam 
tathbiq al-ahkam, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus. Adapun objek 
bahasan kaidah timbul didalam bidang kehidupan manusia. Adapun objek bahasan 
kaidah-kaidah fiqih itu adalah perbuatan mukallaf sendiri, dan materi fiqih itu 
sendiri yang dikeluarkan kaidah-kaidah fiqih yang sudah mapan yang tidak 
ditemukan nashnya secara khusus di dalam Alquran dan Hadis atau Ijma 
Definisi kaidah fiqih dan ushul fiqh seringkali menimbulkan kerancuan 
pemahaman, terutama bagi kalangan awam. Kaidah fiqih dan ushul fiqh sama-
sama dianggap metodologi hukum Islam. Qaidah ushuliyyah dan Qaidah 
Fiqhiyyah memiliki perbedaan baik dalam segi metodolgi, epistemologi, sejarah 
kelahiran, hubungannya dengan hukum-hukum fiqih maupun ulama yang 
membidanginya. 
Yang pertama kali membedakan kedua kaidah ini adalah Imam 
Syihabuddin Al-Qarafi dalam kitabnya Al Furuuq: “sesungguhnya Syariat 
Muhammadiyah yang mulia telah Allah Ta’ala tambahkan cahayanya, kemuliaan, 
serta ketinggiannya, yang mencakup ushul dan furu. Ushulnya terbagi dua : Salah 
satunya dinamakan ushul fiqh yang kebanyakan bahasannya adalah kaidah-kaidah 
hukum yang dihasilkan dari lafazh-lafazh bahasa Arab dan apa-apa yang 
memungkinkan dari-lafazh tersebut baik nasakh dan tarjih seperti Al-Amr lil 
wujuub, An-Nahyu lit tahriim, Shighatu Al-Khas lil ‘umuum dan tidak keluar dari 
pola ini kecuali pembentukan Qiyas, hujjah khobar wahid, dan sifat-sifat 
mujtahid. Yang kedua adalah qaidah kulliyah fiqhiyyah yang agung, banyak 
jumlahya dan mencakup rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah syara’. Bagi setiap 
kaidah dari cabang-cabang dalam syariah yang tidak terhitung, dan tidak 





umum namun perinciannya tidak terkumpul, Ini adalah kaidah-kaidah penting 
dalam fiqih agung yang bermanfaat.“ 
Ditempat lain beliau mengatakan: “Sesungguhnya kaidah-kaidah fiqihtidaklah 
termuat di dalam ushul fiqh akan tetapi dalam syariat Islam terdapat kaidah-
kaidah yang banyak menurut Imam-Imam fatwa dan fuqaha yang tidak ditemukan 
dalam-dalam kitab ushul fiqh pada asalnya.” 
Lebih jauh lagi Ali Ahmad al-Nadwi merinci perbedaan antara kaidah usul 
dan kaidah-kaidah fiqih: 
1. Kaidah-kaidah usul adalah timbangan dan patokan untuk melakukan 
istinbath al-ahkam secara benar. Dengan ushul fiqh digali hukum-hukum dari 
dalil-dalilnya, seperti hukum asal dari kata perintah (al-amr) adalah wajib, 
kata-kata larangan menunjukkan haram. 
2. Kaidah ushul fiqh meliputi semua bagian, sedang kaidah fiqih hanya 
bersifat aglabiyah (pada umumnya), sehingga banyak sekali pengecualiannya. 
3. Kaidah ushul fiqh adalah cara untuk menggali hukum syara’ yang praktis, 
sedangkan kaidah fiqih adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang 
kembali kepada satu hukum yang sama. 
4. Kaidah-kaidah usul muncul sebelum furu. Sedangkan kaidah fiqih muncul 
setelah furu’. 
5. Kaidah-kaidah usul menjelaskan masalah-masalah yang terkandung di 
dalam berbagai macam dalil yang rinci yang memungkinkan dikeluarkan 
hukum dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan kaidah fiqih menjelaskan masalah 
fiqih yang terhimpun didalam kaidah tadi.71 
D. Al-Qawaid Al-Khamsah 
Al-Qawaid al-khamsah sangat masyhur di kalangan mazhab Syafi’i 
khususnya dan di kalangan mazhab-mazhab lain pada umumnya 
1. Kaidah yang berkaitan dengan niat 
a. Teks kaidah  
                                                          







Segala perkara tergantung kepada niatnya.72 
b.   Dasar nash kaidah 
 Firman Allah swt:  
 َءﺎَﻔَـﻨُﺣ َﻦﻳ ﱢﺪﻟا ُﻪَﻟ َﲔِﺼِﻠُْﳐ َﻪﱠﻠﻟا اوُﺪُﺒْﻌَـِﻴﻟ ﱠﻻِإ اوُﺮُِﻣأ ﺎَﻣَو 
Terjemahnya: 
 
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang 
lurus….73 
 
c.   Eksistensi niat 
Niat dikalangan ulama-ulama Syafi’iyah diartikan dengan bermaksud 




ﳌُاﺮْﺼَﻘﻟاوَأ ِﻪِﻠْﻌِﻔِﺑ ًﺎِﻧَﱰْﻘُﻣ ِﺊْﻴَﺸﻟُاﺮْﺼَﻗ 
 
Didalam shalat misalnya yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud 
didalam hati dan wajib niat disertai dengan takbirat al-ihram.74 
 ِﺐْﻠَﻘﻟ ِﺎﺑ ُﺪْﺼَﻘﻟا ِْﲑِﺒْﻜَﺘﻠﻟ ًَﺔﻧ ُرﺎَﻘُﻣ ُﺔَﻴﱢـﻨﻟا َنْﻮُﻜَﺗ ْنَأ َﺐَِﳚَو  
Dikalangan mazhab Hambali juga menyatakan bahwa tempat niat ada 
didalam hati karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud 
adalah hati. Jadi apabila meyakini/beritikad didalam hatinya.Itu pun sudah cukup 
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dan wajib niat didahulukan dari perbuatan.Yang lebih utama, niat bersama-sama 
dengan takbirat al-ihram didalam shalat, agar niat ikhlas menyertainya dalam 
ibadah. 
2. Kaidah yang berkenaan dengan keyakinan 
a. Teks kaidah 
 ُْﲔِﻘَﻴَْﻟا ِﻚَﺸﻟ ِﺎﺑ ُلَاﺰُـَﻳﻻ  
Artinya: 
Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.75 
b. Dasar nash kaidah 
 ْﺴَﻤْﻟا َﻦِﻣ َﻦَﺟُﺮَْﳜَﻼََﻓﻻ َْمٌأء ْﻲَﺷ ُﻪْﻨِﻣ ََجﺮَﺧَا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻞَﻜْﺷ َﺂَﻓ ﺎًﺌْﻴَﺷ ِﻪِﻨْﺼَﺑ ِﰲ ْﻢُﻛ ُﺪَﺣَأ َﺪَﺟَواَذِا ِﺪِﺠ




Apabila seseorang diantara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya. 
Kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau 
belum.Maka orang tersebut tidak boleh keluar dari mesjid sampai dia 
mendengar suara (kentut) atau mencium baunya”.(HR. Muslim dari Abu 
Hurairah). 
 




Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak 
meragukanmu”. (HR. al-Nasai dan al-Turmudzi dari Hasan bi Ali). 
 
Dari kaidah asasi al-yaqin la yuzal bi al-syak ini kemudian muncul kaidah-
kaidah yang lebih sempit ruang lingkupnya, misalnya: 
                                                          









Apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang menyakinkan 
pula. 
 
Kita yakin sudah berwudhu, tetapi kemudian kita yakin pula telah buang 
air kecil, maka wudhu kita menjadi batal. 




Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan 
keyakinan lagi. 
 
Thawaf ditetapkan dengan dasar dalil yang menyakinkan yaitu harus tujuh 
putaran. Kemudian dalam keadaan thawaf, seseorang ragu apakah yang 
dilakukannya putaran keenam atau kelima. Maka yang menyakinkan adalah 
jumlah yang kelima, karena putaran yang kelima itulah yang menyakinkan. 
3.    ِﺔَﻣِﺬﻟاُةءَاﺮَـﺑ ُﻞْﺻَﻵَا 
Artinya: 
 
Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. 
 




Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain 
yang mengubahnya. 
 














Hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih 
dekat kejadiannya. 
 
Apabila terjadi keraguan karena perbedaan waktu dalam suatu peristiwa, 
maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat kepada 
peristiwa tersebut, karena waktu yang paling dekat yang menjadikan peristiwa itu 
terjadi, kecuali ada bukti lain yang menyakinkan bahwa peristiwa tersebut terjadi 
pada waktu yang lebih jauh. 




Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang 
menunjukkan keharamnya. 
 
Contohnya: apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang 
keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan. 
8.   ُﺔَﻘ ْـﻴِﻘَﳊا ِمَﻼَﻜﻟا ِﰲ ُﻞْﺻَﻷَا 
Artinya: 
 
Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya. 
 
9.Qadhi Abd al-Wahab al-Maliki menyebutkan dua kaidah lagi yang berhubungan 
dengan kaidah,” al-yaqin la yuzal bi al-syak”, yaitu 
 ُﻩُءَﺎﻄَﺧُﺮَﻬْﻈَﻳ يِﺬَﻟا ِﻦَﻈﻟِﺎﺑَةَﺮ ْـﺒِﻋَﻻ 
Artinya:  
 
Tidak dianggap (diakui) persangkaan yang jelas salahnya. 







Tidak diakui adanya waham (kira-kira). 
11.     َﺖَﺒَﺘَـﺛﺎَﻣ ِﻪَِﻓﻼِﺧ ﻰَﻠَﻋ ُﻞِْﻴﻟَﺪﻟا ْﻢُﻘَـﻳ َْﱂﺎَﻣ ِﻩِءﺎَﻘَـﺒَـﺑ ُﻢَﻜُْﳛ ٍﻦَﻣَﺰِﺑ  
Artinya: 
 
Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan 
berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang 
bertentangan dengannya.76 
 
3. Kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan 
a. Teks kaidah 
 ُﺮ ْـﻴِﺴْﻴَـﺘﻟا ُﺐِﻠَْﲡ ُﺔَﻘَﺸَ
ﳌا 
Artinya:  
Kesulitan mendatangkan kemudahan.77 
b. Dasar nash kaidah 
 Firman Allah SWT: 
 ُﻢُﻜِﺑ ُﷲا ُﺪِْﻳُﺮﻳ  َﺮﺴُﻌْﻟا ُﻢُﻜِﺑ ُﺪِْﻳُﺮَﻳﻻَِوﺮْﺴُﻴْﻟا  
Terjemahnya: 
 
Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menghendaki 
kesulitan bagi kalian. (QSAl-Baqarah/2: 185).78 
 
Sabda Nabi Muhammad saw: 
 َﺔَﺤْﻤَﺴﻟا َﺔَﻴِﻔﳋا ِﷲا َﱃإ ِﻦْﻳِﺪﻟا ُﺐُﺧٌاﺮْﺴُﻳ ُﻦْﻳِﺪﻟا)ﺮﺨﺒﻟا ﻩاور(  
Artinya: 
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Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang 
benar dan mudah”. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).79 
 
4. Kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan 
a. Teks kaidah 
 ُلَاﺰُـُﻳرَﺮَﻀﻟا 
Terjemahnya: 
Kemudaratan harus dihilangkan 
Seperti dikatakan oleh Izzuddin Ibn Abd al-Salam bahwa tujuan syariah 
itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kaidah 
tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqashid al-
syari’ahdengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan 
kemudaratan atau setidaknya meringankannya. 
Contoh-contoh dibawah ini antara lain memunculkan kaidah diatas:80 
a. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena 
perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. 
b. Adanya berbagai macam sanksi dalam fiqih jinayah (hukum pidana Islam) 
adalah juga untuk menghilangkan kemudaratan. 
c. Adanya aturan al-Hajr (kepailitan) juga dimaksudkan untuk 
menghilangkan kemudaratan. 
b. Dasar nash kaidah 
Firman Allah SWT: 
 ِﰲ اوُﺪِﺴْﻔُـﺗ َﻻَو  ِضْرَْﻷا  
Terjemahnya: 
 
Dan jangan kamu sekalian membuat kerusakan dibumi.(QS. Al-
A’raf/7:56).81 
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Kaidah-kaidah yang berkenaan dengan kondisi mudarat 
1. Kaidah pertama: 
 ِتَارُْﻮﻈْﺤَﻤْﻟا ُﺢْﻴُِﺒﺗ ُتَارْوُﺮَﺿَا 
Artinya: 
 
Kemudaratan-kemudaratan itu dapat memperbolehkan keharaman. 
  
2. Kaidah kedua: 
ﺎَِﻫرَﺪَﻘُِﺑرَﺪَﻘُـﻳ ِتَاروُﺮَﻀﻠﻟ َﻊِْﻴُﺑأﺎَﻣ 
Artinya: 
 
Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya. 
 
3. Kaidah ketiga: 
ﺎَﻤِِﳍاَو َﺰَـﺑ َﻞَﻄَﺑ ٍرْﺬُِﻌﻟ َزﺎَﺟ 
Artinya: 
 
Apa yang diizinkan karena adanya udzur, maka keizinan itu hilang 
manakala udzurnya hilang. 
 
4. Kaidah keempat: 





Kemudahan itu tidak dapat digugurkan dengan kesulitan. 
 
 
5. Kaidah kelima: 
 ِْﻻَا ِْﲑَﻐْﻟا َﻖَﺣ ُﻞِﻄْﺒُـُﻳرَاﺮَﻄْﺿ  
Artinya: 
                                                                                                                                                               






Keterpaksaan itu tidak dapat membatalkan hak orang lain. 
 
6. Kaidah keenam: 




Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik mashlahah dan 
apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mashlahah maka yang 
didahulukan adalah menolak mafsadahnya. 
 
7. Kaidah ketujuh: 
 ِرَﺮَﻀﻟ ِﺎﺑ ُلَاﺰُـَﻳﻻُرَﺮَﻀَﻟا 
Artinya: 
 
Kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain”. 
 
8. Kaidah kedelapan: 
ﺎَﻤِﻬﱢَﻔْﳋا ِب ﺎَﻜِﺗ ْرِﺎﺑًارَﺮَﺿ ﺎَﻬُﻤَﻈَْﻋا ْﻲِﻋ ْوُر ِنَﺎﺗ َﺪَﺴْﻔَﻣ َضَرﺎَﻌَـﺗاَذِا 
Artinya: 
 
Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih 
besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya. 
 
9. Kaidah kesembilan: 
 َِةرْوُﺮَﻀﻟا َﺔَﻟ ِﺰْﻴَﻣ ُِلﺰْﻨَـﺗ ُﺔَﺻ َﺎْﳋِاَوا ُﺔَﻣ ﺎْﻌْﻟا ُﺔَﺟ َﺎْﳊَا 
Artinya: 
Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempatnya darurat.82 
 
5.  Kaidah yang berkenaan adat kebiasaan 
a. Teks kaidahnya 
 ٌﺔَﻤَﻜَُﳏ ُةَد ﺎَﻌَﻟا 
 
                                                          






Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.83 
Adat merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus 
dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia 
mau mengulanginya. Oleh sebab itu hukum adat merupakan keseluruhan aturan 
tingkah laku positif yang di satu pihak memiliki sangsi dan  dalam keadaan tidak 
dikodifikasikan. Adat telah menjadi patokan karena sudah berlaku umum di 
masyarakat.84 
E.  Badan Peradilan sebagai Lembaga Kekuasaan Kehakiman 
a. Definisi Kekuasaan Kehakiman 
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  pilar  ketiga  dalam  sistem kekuasaan 
 negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan  ketiga  ini seringkali 
disebut cabang kekuasaan yudikatif, dari istilah Belanda judicatief. Dalam bahasa 
inggris, disamping legislative, executive, tidak dikenal istilah yudicative sehingga 
untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah judicial, judiciary atau 
judicature.85 
Dalam  sistem  negara  modern, cabang  kekuasaan  kehakiman atau 
 judiciary  merupakan  cabang  yang  diorganisasikan  secara tersendiri. John 
 Alder  mengatakan  bahwa  “the  principle  of separation  of  powers  is 
 particurlarly  important  for  the   judiciary”.86Kekuasaan kehakiman baik di 
negara-negara yang menganut civil law  dan common law bersifat tersendiri dan 
independendari pengaruh kekuasaan cabang lainnya.87 
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Doktrin maupun menurut hukum, kekuasaan kehakiman dipegang dan 
dijalankan badan peradilan.88 Dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 
 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada  di  bawahnya  dalam  Lingkungan 
  Peradilan  Umum, Lingkungan  Peradilan  Agama,  Lingkungan  Peradilan 
 Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. Selain itu terdapat pula  Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe 
Aceh Darusalam, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan 
Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan 
Agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya 
menyangkut kewenangan Peradilan Umum).89 Selain itu terdapat pula  Peradilan 
Syariah Islam di Provinsi Nangroe AcehDarusalam, yang merupakan pengadilan 
khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya 
menyangkut kewenangan Peradilan Agama) dan Lingkungan Peradilan Umum 
(sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum).90 
Perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga 
memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri 
yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat serta perilaku Hakim. 
Pengaturan Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 setelah amandemen 
diatur dalam Bab IX  pasal 24, pasal 24 A, pasal 24 B, pasal 24 C, dan pasal 25. 
Dalam Pasal 25 UUD 1945 dinyatakan bahwa “syarat-syarat untuk menjadi dan 
diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Pengaturan 
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kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 memberi penegasan bahwa Kekuasaan 
Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri serta bebas dari 
pengaruh kekuasaan lainnya  dan harus ada jaminan berupa pengaturan tersendiri 
melalui undang-undang mengenai kedudukan para Hakim. 
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Kekuasaan Kehakiman 
(yudikatif) sebagai salah satu cabang kekuasaan Negara.91 Bila dihubungkan 
dengan asas negara hukum maka adanya badan pemegang Kekuasaan Kehakiman 
seperti Mahkamah Agung ini tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia ingin 
memenuhi syarat sebagai Negara Hukum dimana salah satu syarat bagi negara 
hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain 
serta tidak memihak.92 
b.   Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 
Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu materi muatan yang 
mengalami perubahan mendasar dimana UUD 1945 sebelum amandemen 
ketentuan kekuasaan kehakiman hanya 2 pasal yang terdiri atas 3 ayat. Setelah 
perubahan, ketentuan tersebut menjadi 5 pasal terdiri atas 19 ayat. Dari sisi 
kelembagaan, Perubahan UUD 1945 melahirkan 2 lembaga di lingkungan 
Kekuasaan Kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku 
Kekuasaan Kehakiman dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang terkait dengan 
keberadaan Mahkamah Agung. 
1. Mahkamah Agung 
Mahkamah  Agung   adalah  Lembaga  Tinggi  Negara  dalam sistem 
ketatanegaraan  Indonesia yang merupakan pemegang  Kekuasaan 
Kehakiman bersama-sama dengan  Mahkamah Konstitusi  dan bebas dari 
pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah  Agung  merupakan 
 Pengadilan  Negara Tertinggi dari badan peradilan yang berada didalam keempat 
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lingkungan peradilan dibawahnya yaitu Lingkungan Peradilan Umum, 
Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan 
Peradilan Tata Usaha Negara.93Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara 
yang menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 melakukan 
kekuasaan kehakiman bersama lain-lain badan kehakiman menurut undang-
undang ; susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan 
undang-undang ayat (2).94 Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan 
kehakiman  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.95 
Peraturan perundang-undangan yang mengatur Mahkamah Agung beserta 
tugasnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah dilakukan perubahan dua kali dirubah 
menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “Mahkamah Agung adalah 
Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam 
melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh 
lain”. 
Kedudukan Mahkamah Agung tetap sama, baik sebelum dan sesudah 
amanden Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai puncak dari badan-badan 
peradilan di empat lingkungan peradilan. Keempat lingkungan peradilan tersebut 
masing-masing memiliki badan peradilan (pengadilan) tingkat pertama dan 
banding.96 Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
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Kehakiman. 
94Muhammad Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,(Jakarta : 
Penerbit Rineka Cipta, 2001), h 25. 
95Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
96Yodi Martono Wahyunandi, Kompetensi Pengadilan TUN dalam Sistem Peradilan di 





2009 dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi 
dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, 
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan 
dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan 
Peradilan Militer, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Yuridiksi 
Peradilan Umum meliputi sengketa perdata dan pidana. Yurisdiksi Peradilan 
Agama meliputi hukum keluarga (perkawinan, perceraian, hibah, dan lain-lain). 
Yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antara warga negara 
dan pejabat tata usaha negara. Yurisdiksi Peradilan Militer adalah kejahatan atau 
pelanggaran yang dilakukan oleh militer. 
Keempat lingkungan peradilan memiliki struktur tersendiri yang bermuara 
pada Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung terdapat Pengadilan Tinggi 
untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota 
provinsi.  Sebuah pengadilan tinggi mensupervisi beberapa Pengadilan Negeri 
untuk peradilan umum dan peradilan agama yang berkedudukan di 
kabupaten/kotamadya. 
Mahkamah Agung berwenang: 
a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat 
terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah 
MA, kecuali undang-undang menentukan lain 
b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang; dan 
c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 
Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai 
hasil pengujian dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat 
kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada MA.97 Mahkamah Agung 
juga mempunyai kewajiban dan wewenang untuk mengajukan 3(tiga) orang 
                                                          






Hakim Konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan 
grasi dan rehabilitasi. 
Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, 2 (dua) wakil 
ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri 
atas Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Nonyudisial. Wakil 
Ketua Bidang Yudisial yang membawahi Ketua Muda Perdata, Ketua Muda 
Pidana, Ketua Muda Agama, dan Ketua Muda Tata Usaha Negara sedangkan 
Wakil Ketua Bidang Nonyudisial membawahi Ketua Muda Pembinaan dan Ketua 
Muda Pengawasan. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung, 
dan diangkat oleh Presiden.. 
Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia yang dianut Undang-Undang 
Dasar 1945, sekalipun Mahkamah Agung itu merupakan Lembaga Tinggi Negara 
yang memegang Kekuasaan Kehakiman tetapi perlu diingat bahwa Kekuasaan 
Kehakiman itu tidak sepenuhnya dikuasai Mahkamah Agung. Dalam hal 
Peradilan Pidana, kekuasaan ini dipegang pula oleh Presiden terutama untuk 
upaya hukum tingkat penghabisan. Hal ini sesuai dengan hak prerogative Presiden 
untuk memberikan grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi yang dimiliki presiden 
berdasarkan ketentuan pasal 14 UUD 1945.98 
2. Mahkamah Konstitusi 
Perubahan UUD 1945 yang telah melalui proses amandemen  I sampai IV 
telah membawa perubahan yang sangat fundamental terkait dengan sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Eksistensi lembaga negara utama berubah yakni dengan 
hilangnya Dewan Pertimbangan Agung dan lahirnya lembaga negara baru seperti 
Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.99 
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maret 2006), h 5. 
99Muhammad Fauzan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Proses Impeachment 
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Ide mengenai Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan salah satu 
perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad 
ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, Negara kita tercatat sebagai Negara ke-78 yang 
membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara pertama di dunia 
pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini. 
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Negara yang 
melakukan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi 
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.100 
Keberadaan Mahkamah Konstitusi seperti diatur dalam UUD 1945 Pasal 
24 Ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam Lingkungan 
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan 
Administrasi. Dari ketentuan Pasal dapat dipahami bahwa kedudukan Mahkamah 
Konstitusi merupakan lembaga Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, sederajat 
dengan lembaga negara lainnya.101 Independensi Mahkamah Konstitusi 
disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 : “Mahkamah 
Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Negara yang melakukan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan“. 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan 
terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang 
merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal 
dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan. MK di Indonesia 
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusannya bersifat final.  
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai : 
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1. Pengawal konstitusi (the guardian of the constitution);  
2. Penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution);  
3. Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights);  
4. Pelindung hak konstitutional Warga Negara (the protector of the citizen’s 
constitutional rights);  
5.   Pelindung demokrasi (the protector of democracy). 
Sedangkan peranannya adalah : sebagai salah  satu pelaku Kekuasaan 
Kehakiman, dalam mendorong mekanisme check and balances dalam 
penyelenggaraan negara, menjaga konstitusionalitas  pelaksanaan kekuasaan 
Negara, serta mewujudkan kesejahteraan Indonesia.102 
Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi 
mempunyai 9 orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Kesembilan 
Hakim Konstitusi tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah 
Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 
Pasal 24 C ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi”. Hakim Konstitusi 
disyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, 
negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap 
sebagai pejabat Negara. 
Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai berikut:103 
1. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (judicial 
review undang-undang); 
2. Mengadili Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganannya 
diberikan oleh UUD 1945; 
3. Memutus Pembubaran Partai Politik; 
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4. Memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu); 
5. Memutus pendapat DPR bahwa presiden/wapres diduga telah melakukan 
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan/atau tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden 
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 
 Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah 
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak 
ada upaya hukum yang dapat ditempuh.104 
3. Komisi Yudisial 
Komisi Yudisial bersifat mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan 
Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku Hakim. Anggota Komisi Yudisial 
harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki 
integritas dan kepribadian tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan 




                                                          






1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut 
Cresswell yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah “Qualitaive 
research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological 
traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher 
builds a complex, holistic picture, analizes words, report detailed views of 
information, and conducts the study in a natural setting”105 yang artinya proses 
penyelidikan pemahaman berdasarkan tradisi penyelidikan metodologis yang 
berbeda yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun 
gambaran holistik dan kompleks, menganalisa kata-kata, melaporkan pandangan 
rinci tentang informasi, dan melakukan penelitian ini dalam lingkungan alami. 
Jadi penilitian kualitatif menekankan analisis dan mengkontruksikan obyek 
menjadi jelas dengan bekal teori dan wawasan yang luas agar memahami makna 
tersembunyi, memahami interksi sosial, mengembangkan teori, memastikan 
kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada lokasi di Kota Makassar tepatnya di 
Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar .Dengan alasan penerapan kaidah hukum 
Islam dalam dalam pertimbangan hukum terhadap putusan Hakim dimana kasus 
yang diteliti adalah kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar 
Tahun 2017 
3. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 
adalahpendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan 
hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa 
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konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem 
hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya 
keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. 
Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan 
untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih 
dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data 
primer di lapangan.106 
4. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sumber hukum 
sekunder dan sumber hukum tersier sebagai acuan sumber yang dipakai dalam 
proses penulisan skripsi ini. Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang 
mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yakni Undang-Undang Dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang terkait dengan masalah penelitian 
ini, Peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang mengatur 
Peradilan Agama adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989, dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, INPRES (Intruksi Presiden) R.I Nomor Tahun 1991 KHI (Kompilasi 
Hukum Islam), Traktat, Yurisprudensi. Sumber sekunder memberikan penjelasan 
mengenai sumber hukum primer misalnya rancangan Undang-Undang, hasil 
penelitian dari kalangan hukum misalnya Jurnal Ilmiah, Tesis, Disertasi, 
wawancara. Sumber tersier adalah bahan hukum yangmenguatkan penjelasan dari 
bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum. 
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5. Metode Pengumpulan Data 
 Studi dokumen atau bahan kepustakaan, pengamatan atau observasi, dan 
wawancara atau interview.107 Ketiga alat tersebut dapat kita gunakan secara 
bersama-sama dalam penelitian ini. Pertama, studi dokumen merupakan salah 
satu alat pengumpulan data mengenai hal-hal yang terkait atau variabel melalui 
data yang tertulis dengan menggunakan berupa catatan, trankrip, buku-buku 
hukum, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Berbagai 
bahan yang ada dan dapat digunakan sebagai content analysis108 (membahas 
secara mendalam terhadap isi suatu informasi atau menganalisis suatu materi 
kasus) sebagai referensi skripsi ini. Kedua, pengamatan observasi109 akan 
dilakukan penulis untuk menganalisis gejala atau peristiwa baik secara 
keseluruhan konteks terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama dan 
menemukan masalah pada isi putusan. Ketiga, wawancara atau interview110 
dipergunakan sebagai bahan untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan 
daftar pertanyaan secara terstruktur. Suatu percakapan atau tanya jawab yang 
diarahkan pada suatu permasalahan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu, 
pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang 
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memberi jawaban dari pertanyaan pewawancara.111 Penulis akan melakukan 
wawancara dengan Hakim yang berada di lingkungan Pengadilan Agama.. 
6. Instrumen Penelitian 
 Menurut Sugiyonobahwa “Instrumen penelitian adalah suatu 
alatpengumpul datayang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 
sosial yang diamati”. Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian dapat 
diartikan  sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyajikan 
data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu 
persoalan untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah. 
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam 
bukunya mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan 
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kepada orang lain.112 Langkah-langkah dalam teknik analisis 
datadalam penelitian ini adalah: 
a. Reduksi Data  
Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal 
darilapangan, sehinggadata yang telah direduksi dapat memberikan gambaran 
yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.113 Dalam proses reduksi data ini, 
peneliti dapat melakukanpilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana 
yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang 
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berkembang. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.114 
b. Verifikasi dan Simpulan  
Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan-simpulan 
sementara.Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus kembali 
(diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya kearah 
simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan 
tentative yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus menerus 
dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir 
lebih bermakna dan lebih jelas.Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian 
yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-
uraian sebelumnya.Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus 
penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan 
pembahasan.115 
8. Pengujian Keabsahan Data 
Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa 
teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu: 
a. Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (crebibility). Teknik ini dapat 
dilakukan dengan jalan: 
1. Keikutsertaan peneliti sebagai instrumen (alat) tidak hanya dilakukan dalam 
waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti, 
sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 
dikumpulkan. 
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2. Ketekunan pengamatan yaitu secara konsisten mencari interpretasi dengan 
berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 
tentatif. Mencari suatu usaha yang membatasi berbagai pengaruh dan 
mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Hal ini 
berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 
secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian 
ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada 
pemerikasaan tahap awal tempak salah satu atau seluruh faktor yang 
ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.116 
3. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding. Teknik triangulasi yangpaling banyak digunakan ialah 
pemeriksaan melalui sember lainnya. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 
b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 
berbagaipendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan  
c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
4. Kecukupan referensial yakni bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat 
digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai sewaktu-waktu 
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PENERAPAN KAIDAH HUKUM ISLAM DALAM PERTIMBANGAN 
HUKUM PUTUSAN HAKIM 
 
A. Gambaran Umum Lokasi  Penelitian 
1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar 
Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan 
Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 197), akan tetapi sejak zaman dahulu, 
sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada 
waktuitubukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja 
untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah 
masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.  
Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-
hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam.Wewenang Qadhi ketika itu 
termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan 
dengan perkara nikah. 
Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni 
Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun 
Dg.Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah 
K.H. Abd. Haqdan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh.Sholeh adalah Qadhi 
terakhir, jabatan Ince Moh. Sholehdisebut Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan 
berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna 
menunjangkelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman 
pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. 
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 
1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu 
belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan 





Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudianberkembang 
menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan 
kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor 
dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa ituada dua kerajaan yang berkuasa di 
Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar  
Daengta Syehkemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia. 
Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 
terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan 
Mahkamah Syariah”. 
Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar 
berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa : 
1.Ketua Pertama: K.H. Chalid Husain 
Periode Tahun 1960 s/d Tahun 1962  
2. Ketua Kedua: K.H. Syekh Alwi Al Ahdal 
Periode Tahun 1962 s/d Tahun 1964  
3. Ketua Ketiga: K.H. Haruna Rasyid 
Periode Tahun 1964 s/d Tahun 1976  
4. Ketua Keempat: K.H. Chalid Husain 
Periode Tahun 1976 s/d Tahun 1986  
5. Ketua Kelima: Drs. H. Jusmi Hakim, S.H 
Periode Tahun 1986 s/d Tahun 1996  
6. Ketua Keenam: Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H 
Periode Tahun 1996 s/d Tahun 1998  
7. Ketua Ketujuh: Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H 
Periode Tahun 1998 s/d Tahun 2004  
8.Ketua Kedelapan: Drs. H. M. Tahir R, S.H. 
Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2005  
9.Ketua Kesembilan : Drs. Anwar Rahmad, M.H. 
Periode Tahun 2005 s/d Tahun 2008  
10.Ketua Kesepuluh: Drs. Khaeril R, M.H. 






11.Ketua Kesebelas : Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H 
Periode Tahun 2010 s/d Tahun 2013  
12.Ketua Duabelas : Drs. H. Usman S,SH  
Periode Tahun 2013 s/d Tahun 2014  
13.Ketua Tigabelas : Drs. Moh. Yasya', SH.,MH. 
Periode Tahun 2014 s/d Tahun 2016 
14.Ketua Empatbelas : Drs. H. Damsir, SH.,MH. 
Periode Tahun 2016 s/d sekarang.118 
 
2.   Visi dan Misi Pengadilan Makassar 
a. Visi  
“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih,berwibawa, dan 
profesional dalampenegakan hukum dan keadilan menuju supremasi 
hukum.”  
b.Misi 
1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses. 
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. 
3. Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan. 
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.119 
 3.   Struktur Organisasi 
Adapun struktur Organisasi yang menjalankan Pengadilan Agama 
Makassar yaitu:  
Ketua    : Drs. H. Damsir, S.H., M.H. 
  Wakil Ketua   :  
   Hakim               : Drs. H. Yasin Irfan, M.H. 
     Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H. 
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Pengadilan Agama Makassar.(16 Oktober 2017). 
119Pengadilan Agama Sengkang, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar”, Situs 





                Drs. H. Abdul Razak 
     Dra. Bannasari, M.H. 
     Drs. Syarifuddin, M.H. 
     Drs. Muh. Arief Musi, S.H. 
     Dra. Hj. Majidah, M.H. 
     Drs. Alimuddin, M.H. 
     Drs. H. Muhtar, S.H., M.H. 
     Dra. Nurhaniah, M.H. 
     Dra. Hj. Hadidjah, M.H. 
     Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. 
     Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. 
     Drs. Muhammad. Thamrin A, M.H. 
     Drs. Sanusi Rabang, S.H. M.H. 
     Drs. Syahidal 
     Hj. Nuraeni, S.H., M.H. 
     Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H. 
     Drs. Hj. Muhyidin Rauf, S.H., M.H 
     Drs. Hanafie Lamuha. 
     Drs. H. Hasanuddin, M.H. 
     Drs. H. Maddatuang 
     Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H. 
     Dra. Hj. Mardianah R, S.H. 
 
H. Abdul Manan, S.H., M.H. 
 






Drs. Muhammad Yunus.   
Panitera               : Hartanto, S.H. 
Sekretaris               : Munirah Nahdi, S.H., M.H. 
Panitera Muda Gugatan             : Hj. Hartinah, S.H., M.H. 
Panitera Muda Permohonan        : Dra. Hj. Fitriani, S.H. 
Panitera Muda Hukum                : Shafar Arfah, S.H., M.H. 
Panitera Pengganti            : Dra. Hj. Patmawati, M.H. 
                Hj. Salwa, S.H., M.H. 
                           Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, S.H., M.H. 
                Dra. Hanisang. 
                           Drs. H. Abdul Rasyid P. 
                Dra . Hj. Jawariah, M.H. 
                Dra. Hj. Sukmawati 
                Hj. Aminah Amir Daus, S.H. 
                H. A. Muh. Yahya Chalid  
 
                Haryati, S.H. 
  
                Hj. Petriniani, S.H. 
 
                           Drs. Amiruddin 
 
                           Drs. Khaeruddin 
 
                           Dra. Hasna Muhammad Tang 
 
                           Syahruni, S.H., M.H. 
 
                           Hj. St. Munirah, S.H. 
 
                          Muh. Fuad Futhani, S. Ag., M.H. 
 






               Thahirah, S.H. 
 
               Hj. Nur Aisyah, S.H.     
Jurusita/Jurusita Pengganti       : Hj. Nurhayati K, S.H. 
     Munawir Mustafa, S.H. 
     Satriani Pratama 
     Hj. Hasniani, S.H. 
     Nur Uliyah Arif, S.H., M.H. 
     Rima Arishanty 
     Muslimin, S.H. 
     Muh. Ilham Jaya, S.Kom. 
     Haeriah, S.H. 
     Apollo 
     Saharuddin, SE     
Kasubbag Kepegawaian dan 
Organisasi dan Tata Laksana      : Muhammad Irsal, ST. 
Kasubbag Perencanaan  
IT, dan Pelaporan             : Rahmat Riyadi Jufri, ST. 
Kasubbag Umum dan  
Keuangan               : Yulhidar, S.Kom. 
 4.   Yurisdiksi Pengadilan Agama Makasar 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota 
Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:  
a. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar; 
b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; 
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone; 





Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar 
dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 
(Empat Belas) Kecamatan. 120 
5. Tupoksi Pengadilan Agama Makassar 
Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara 
orang-orang yang beragama Islam di bidang : 
a. Perkawinan 
Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : 
1. Izin beristri lebih dari seorang; 
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua 
puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis 
lurus ada perbedaan pendapat; 
3. Dispensasi kawin; 
4. Pencegahan perkawinan; 
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
6. Pembatalan perkawinan; 
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
8. Perceraian karena talak; 
9. Gugatan perceraian; 
10. Penyelesaian harta bersama; 
11. Penguasaan anak-anak; 
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya 
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13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
14. utusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
16. Pencabutan kekuasaan wali; 
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 
seorang wali dicabut; 
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 
18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 
bawah keuasaannya; 
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam. 
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; 
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang RI nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan 
menurut peraturan yang lain.121 
b. Waris 
 Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 
pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas 
permohoonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 
penentuan bagian masing-masing ahli waris. 
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Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang 
lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut 
meninggal dunia. 
d. Hibah 
Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
e. Wakaf 
  Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. 
f. Zakat  
Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 
dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya. 
g. Infaq 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 
menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, 
memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain 
berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. 
h. Shadaqah 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 
jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata. 
i. Ekonomi Syari'ah 
Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 






1. Bank syari'ah; 
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah; 
3. Asuransi syari'ah; 
4. Reasuransi syari'ah; 
5. Reksadana syari'ah; 
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; 
7. Sekuritas syari'ah; 
8. Pembiayaan syari'ah; 
9. Pegadaian syari'ah; 
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; 
11. Bisnis syari'ah;122 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PengadilanAgama mempunyai 
fungsi sebagai berikut : 
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi 
perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi; 
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkarabanding, kasasidan 
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;  
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semuaunsur di lingkungan 
Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan);  
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada 
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur 
dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 jo Nomor 50 Tahun 
2009 tentang Peradilan Agama;  
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta 
peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 
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tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama;  
6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan 
deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;  
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan 
pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui 
yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;  
8. Menyelenggarakan pelayanan hukum lainnya seperti Posbakum, Sidang 
Keliling, Pelayanan Hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo).123 
B. Kaidah Hukum Islam dan Ratio Decidendi dalam Putusan Pengadilan Agama 
  Asas sebuah putusan adalah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. 
Asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR dan pasal 189 Rgb124 serta pasal 19 
UU No. 4 tahun 2004125 yang sebelumnya terdapat dalam pasal 18 undang-undang 
(UU) No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut asas ini putusan 
yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan 
yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup 
pertimbangan atau onvoldoendegemotiveerd (insufficient judgementI). Alasan-
alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan 
pasal-pasal tertentu, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, 
yurisprudensi dan doktrin hukum. 
  Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana 
diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UU No. 4 
tahun 2004 yang menegaskan segala putusan pengadilan harus memuat alasan-
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124Pasal 178 ayat (1) HIR menyatakan, bahwa hakim karena jabatannya atau secara 
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alasan dan dasar-dasar putusan serta mencatumkan pasal-pasal dan peraturan 
perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus 
atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. 
  Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 
sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 sekarang dalam pasal 28 ayat 
(1) UU NO. 4 tahun 2004 memerintahkan Hakim dalam kedudukannya sebagai 
penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum yang hidup di masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, Hakim 
berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang 
hidup di kalangan masyarakat. 
  Putusan harus mengandung prinsip ratio decidendiyang agar putusan 
dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan maka 
putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang kuat dan jelas. 
Ratio  decidendi    yaitu  alasan-alasan  hukum yang  digunakan  oleh  Hakim  
untuk  sampai  kepada  keputusannya.  
Menurut  Goodheart,  ratio  decidendi  dapat  dikemukakan  dengan 
memperhatikan  fakta  materiil.  Fakta-fakta  tersebut  berupa  orang, tempat, 
waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.  Perlunya  
fakta  materiil  tersebut  diperhatikan  karena baik  Hakim maupun para pihak  
akan mencari aturan hukum  yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta 
tersebut.  Ratio decidendi inilah yang menunjukan bahwa ilmu hukum merupakan 
ilmu yang bersifat  preskriptif  bukan  deskriptif.126 
  Dalam pertimbangan harus mengandung basic reason, yakni alasan 
penilaian yang rasional, aktual, dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan 
kepatutan. Hakim Pengadilan Agama tidak boleh bersikap diskriminatif, baik 
yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial. Dengan demikian, 
                                                          






dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya 
diharapkan betul-betul murni dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang 
membuat ia tidak adil dalam menjatuhkan putusan. 
  Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan sumber-
sumber hukum. Sumber hukum atau hukum materil yang berlaku di Pengadilan 
Agama adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah 
(PP) nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, 
INPRES nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 
Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum, baik yang tersebut di 
dalam kitab fiqih maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya. Perkara yang dalam 
penelitian ini adalah perkara cerai gugat Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA Mks 
  Dalam upaya menghasilkan putusan dengan menggunakan kaidah hukum 
Islam (Qaidah Ushuliyyah dan Qaidah Fiqhiyyah) maka kontekstualitas Hakim 
sangat dibutuhkan dalam interpretasi teks hukum. Hakim harus teliti dan cermat 
dalam meramu ratio legis  dalam pertimbangan hukumnya. Ninik Rahayu 
mengatakan, sebagaimana dikutip oleh M. Khusnul Yajin bahwa Hakim 
Pengadilan Agama memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah 
pemikiran yang dominan dalam kenyataannya tentang pengertian apa yang 
dipahami sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan 
hukum.127 
  Menurut Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, seluruh Ulama sepakat bahwa 
seorang Hakim itu harus memiliki kapabilitas dalam bidang hukum. Tidak boleh 
Hakim itu orang yang tidak memiliki keahlian hukum, bahkan Hakim tersebut 
berdosa meskipun hukum yang ditetapkan atau dibuatnya itu adalah benar.128 
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  Keberadaan Hakim sebagai pelaksana peradilan sangat penting. Imam 
syamsuddin al-Ramli mengatakan bahwa Imam Ghazali menibaratkan 
keutamaaan melaksanakan peradilan itu melebihi keutamaan jihad.129 Ibnu Talhah 
al-Andalusi mendefinisikan qadayaitu bermakna memasuki ruang antara sang 
pencipta dan makhluknya untuk membawakan perintah dan hukum-hukum kepada 
makhluknya dengan perantaraan Alquran dan Hadis.130 Hakim dalam Islam 
merupakan tugas yang mulia dan agung. Melaksanakan peradilan itu di dalamnya 
terdapat amar ma’ruf, pertolongan bagi yang terzalimi (Hakim berfungsi 
menghalangi orang yang zalim dari penganiayaannya)131, menunaikan suatu hak 
kepada yang berhak, penolakan orang yang zalim dari penganiayaannya, 
memperbaiki hubungan manusia dan membebaskan sebagian manusia dari 
sebagian mereka.132 Dengan kata lain, Hakim meletakkan sesuatu hak atau 
mengembalikan sesuatu kepada yang berhak. Bahkan ada yang mengatakan 
bahwasanya wibawa Hakim terletak pada pertimbangan hukumnya. 
  Kemampuan intelektual Hakim , untuk zaman sekarang adalah berkaitan 
dengan ijtihad tatbiqi. Lapangan Ijtihad dalam bentuk ini adalah tempat penerapan 
hukum. Yaitu manusia yang segala ihwalnya selalu berkembang dan berubah. 
Ijtihad tatbiqi berkaitan erat dengan tugas Hakim, karena peran Hakim sebagai 
penegak hukum tidak hanya dengan penguasaan materi hukum belaka, tetapi juga 
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memerlukan kemampuan untuk menerapkannya secara benar. Jadi, seorang ahli 
hukum (faqih) tidak secara otomatis layak untuk menjadi Hakim. 
  Kinerja Hakim akan dilihat dari setiap putusan-putusan yang ia buat 
tatkala menangani kasus. Hakim dituntut memiliki profesionalitas atau 
intelektualitas yang sangat tinggi. Tuntuan Hakim yang sangat besar inilah, pada 
setiap kesalahanyang disengaja.  
Menurut Jimly as-Siddiqiy, seorang Hakim yang baik di Indonesia adalah 
yang menguasai nilai-nilai dari hukum Islam, hukum positif dan nilai-nilai yang 
berkembang di masyarakat. Karena dengan menguasai tiga elemen tersebut, 
keputusan seorang Hakim dapat diterima oleh semua kalangan. Undang-undang 
menekankan bahwa sebagai seorang Hakim agama juga tidak boleh mengabaikan 
prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Alquran dan Hadis. Harus ada kejelian 
melihat sesuatu permasalahan dari segala aspek yang ada, agar hasil keputusannya 
bisa sempurna. 
Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara 
bukan hanya dinilai senagai sebuah prestasi. Tetapi juga sebagai tantangan. 
Pertambahan perkara yang masuk Pengadilan Agama tidak hanya pada kuantitas, 
tetapi juga substansi perkara yang telah dipengaruhi oleh atmosfer modernitas. 
Hal ini memaksa Hakim untuk mengakomodir isu-isu yang berkembang di 
masyarakat. Di antara isu tersebut adalah keadilan,terutama hak asasi manusia, 
hak asasi anak, gender, pluralisme, dan lainnya.133 
Abdul Manan mengutip pernyatan Taufiq bahwa kelemahan putusan 
Pengadilan Agama di samping terletak pada kekurangan fakta, juga kurangnya 
penganalisaan mereka terhadap fakta untuk disimpulkan kepada fakta yang benar 
(dikonstatir) tidak tajam. Hal ini karena kurang tajamnya penggunaan metode 
induksinya, proses pikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena 
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individual untuk mengambil kesimpulan dalam suatu masalah hukum yang juga 
masih sangat kurang.134 Pedoman yang wajib yang dipegang oleh Hakim dalam 
memutuskan perkara di dalam hukum Islam ialah nash-nashyang qath’i 
dalalahnya dan qath’i thubut, baik Alquran dan Hadis dan hukum-hukum yang 
telah diijma’kan atau yang mudh diketahui dari agama. Umat Islam tidak 
memungkiri untuk mengambil banyak bahan kajian dan studi hukum Islam dalam 
perumusan dan pembentukan hukum di Indonesia, apalagi para Hakim merasa 
pengunaan sumber hukum seperti teks fiqih klasik adalah sebuah identitas 
Pengadilan Agama. Penggunaan teks fiqih klasik tersebut dapat meningkatkan 
kepercayaan diri mereka terhadap putusan yang dibuat.135 
  Penggunaan pendekatan kaidah hukum Islam (Qaidah Ushuliyyah dan 
Qaidah Fiqhiyyah)  di Pengadilan Agama mempunyai dasar hukum yang kuat, 
yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim sebagai penegak 
hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 
yang hidup di masyarakat. Hakim Perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum 
yang hidup di masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan 
demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. 
  Keadaan seperti yang diharapkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, 
membuka peluang bagi para Hakim untuk menggunakan interpretasi kaidah 
hukum Islam (Qaidah Ushuliyyah dan Qaidah Fiqhiyyah)di dalam membuat 
putusannnya. Sehingga putusan tersebut dapat memberi manfaat yang sebesar-
besarnya terhadap warga masyarakat dan merumuskan keadilan warga 
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masyarakat. Pertimbangan Hakim dalam putusannya harus mampu mengakomodir 
segala ketentuan yang ada di masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu adalah sumber 
hukum yakni hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, Hakim merupakan 
subjek hukum yang tentunya memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita 
hukum. Sehingga putusan136 maupun penetapan137 Hakim diharapkan dapat 
mencapai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Dalam kekuasaan 
merekalah keputusan sebuah kasus akan ditetapkan. 
  Faktor yang mempengaruhi putusan Hakim diantaranya adalah faktor 
Hakimnya sendiri,faktor terdakwa, faktor saksi, faktor penuntut umum, faktor 
pengacara, dan faktor masyarakat. Secara garis besar ada dua faktor yakni faktor 
eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi 
kemandirian seorang Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang 
bersumber dari dalam Hakim itu sendiri. Jadi, faktor internal adalah segala hal 
yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Adapun faktor eksternal adalah 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaran peradilan yang 
bersumber dari luar Hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau 
sistem penegakan hukumnya yang meliputi peraturan perundang-undangan, 
adanya intervensi terhadap proses peradilan, hubungan Hakim dengan penegak 
hukum lain, adanya berbagai tekanan, faktor kesadaran hukum, dan faktor sistem 
pemerintahan (politik). 
  Sedangkan dari segi metodologis, para Hakim di lingkungan Pengadilan 
Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili 
hendaknya melalui proses tahapan sebagai berikut:138 
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a. Perumusan masalah atau pokok sengketa, dari persidangan jawab-
menjawab, Hakim memeriksa perkara tesebut memperoleh kepastian 
tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa 
yang disengketakanoleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah 
yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara. 
b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian. Dari pembuktian tersebut, 
Hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang 
dianggap benar dan salah. Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat 
bukti dan sudah diuji kebenarannya. 
c. Analisa data untuk menemukan. Fakta berbeda dengan hukum, hukum 
merupakan asas, sedangkan fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang 
dihayati, sedangkan fakta sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang 
hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau 
bertentangan dengan hukum. Hukum adat kebiasaan, putusan Hakim dan 
ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian 
suaru peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli. 
d. Penemuan hukum dan penerapannya, dalam menemukan hukumnya atau 
undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit. Peristiwa 
konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undang, sebaliknya undang-
undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa 
konkrit itu telah ditemukan hukumnya, maka Hakim harus mengadakan 
interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya 
interpretasi tidak dapat dilakukannya, maka ia harus mengadakan kontruksi 
hukum. 
e. Pengambilan keputusan, putusan adalah kesimpulan terakhir yang diambil 
oleh majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan 
tau mengakhiri suatu sengketan antara pihak-pihak yang berperkara dan 





Gustav Radbruch menyatakan bahwa nilai-nilai dasar dari hukum adalah 
nilai-nilai keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.139  Ketiganya berisi tuntutan 
yang berlainan dan yang satu sama lain mengandung potensi yang bertentangan 
dengan sifatnya. Ketiga konsep tersebut dapat dijadikan indikator mutu putusan 
hukum, termasuk di dalamnya adalah putusan Hakim 
Hakim sebagai penegak hukum yang mempunyai posisi sentral dalam 
penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia 
juga harus mampu menafsirkan undang-undang atau melakukan interpretasi 
hukum dengan cara mengeluarkan putusan pengadilan dan secara aktual sesuai 
dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah hukum 
kehidupan masyarakat pencari keadilan, tetapi mempertimbangkan aspek 
keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya(tujuan hukum). 
Para Hakim selalu berdiskusi dengan nilai-nilai pada waktu menangani 
kasus atau suatu perkara. Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-
undang dengan suatu peristiwa konkrit yang diadilinya, wajib menggunakan 
pikiran dan nalarnya untuk memilih metode penemuan mana yang paling cocok 
dan relevan atau diterapkan dalam suatu perkaramaka putusan yang dilahirkan 
akan mempunyai nilai keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. 
Putusan-putusan Pengadilan Agama disertai dalilnya dahulu sangat 
sederhana, hanya terangkum sekitar tiga halaman, saat ini kreatifitas Hakim 
dituntut dalam menemukan hukum.Istilah penemuan hukum yang sering 
dipergunakan oleh Hakim memiliki makna bahwa aturan hukum yang ada dalam 
undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum 
atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam memutuskan suatu 
perkara.140 
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Hakim dalam menyelesaikan perkara melalui proses pengadilan tidak 
hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannnya persidangan, akan tetapi 
Hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum 
objektif atau materil yangbahkan diterapkan dalam memutus perkara yang 
disengketakan para pihak dan termasuk kaidah hukum Islam (Qaidah Ushuliyyah 
dan Qaidah Fiqhiyyah). 
Peran Pengadilan Agama harus mampu berperan dalam menerapkan 
hukum demi kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Peran 
Hakim Pengadilan Agama tidak boleh reaktif terhadap pembaharuan dan 
kemaslahatan masyarakat. Dalam setiap peran Hakim dalam menafsirkan undang-
undang untuk mencari hukum baru, tidak boleh lepas prinsip dasar Islam, falsafah 
bangsa (pancasila) dan tujuan dari peraturan perundang-undangan itu dilahirkan. 
Menurut Abdul Gani Abdullah, Hakim Agung mempunyai landasan konsep 
teoritis dan metodologis dalam memainkan perannya bukan saja dalam penemuan 
hukum dan penciptaan hukum, tetapi jauh lebih dari itu akan menyentuh aspek 
pembentukan dan penegakan  guna mencapai tuntutan rasa keadilan hukum.141 
Penemuan hukum ini muncul didasari oleh perkembangan dan pandangan 
terhadap hukum yang selalu ada  perubahan. Yaitu:142 
1. Hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. 
2. Pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat 
atau proses perkembangan social, sehingga penyusunan undang-undang selalu 
tertinggal.  
3. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbu. Undang-
undang tidak secara rinci, melainkan hanya memberikan pedoman saja. 
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4. Undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah-
istilah yang kabur dan Hakim harus memberikan makna yang lebih jauh  dengan 
cara memberi penafsiran. 
5. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak mencakup segalanya. Selalu ada 
kekosongan dalam undang-undang, maka Hakim harus menyusunnya dengan 
jalan mengadakan rekontruksi hukum, argumen. 
6. Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku sebagai 
bagi kasus yang lain sama. 
C. Analisa Kaidah Hukum Islam dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim 
terhadap Perkara Cerai Gugat Nomor: 211/Pdt.G/2017/PA.Mks den 
Perkara Nomor: 211/Pdt.G/2017/Pa.Mks terdaftar di kepaniteraan Pengadilan 
Agama Makassar pada tanggal 27 Januari 2017dan tercatat sebagai perkara cerai 
gugat di buku Induk Perkara.143 Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Drs. 
Syahidal dan Dra.Hj. Hadidjah, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Makassar) yang 
menyatakan bahwa: 
Perkara nomor 211/ Pdt.G/ 2017/ Pa.Mks ini merupakan perkara cerai gugat 
yang putusannnya adalah putusan verstek  pada intinya penggugat menginginkan 
perceraian terhadap suami  karna menganggap tujuan perkawinan tidak tercapai 
dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahma  akibat adanya 
perseisihan dan pertengkaran .144 
 
Perkara ini bermula terjadi pada bulan juli  2016 keadaan rumah tangga 
Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya 
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus seperti Tergugat tidak 
memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat lebih sering tinggal di rumah dan 
Tergugat yang mengaku seorang Duda sebelum menikah dengan Penggugat, 
ternyata masih berstatus suami dari seorang perempuan. Akibatnya Tergugat 
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meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 17 Desember 2016 sehingga 
Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami seperti tidak pernah 
memberikan nafkah kepada Penggugat. 
1. Para Pihak dalam Perkara Nomor 211/ Pdt.G/ 2017/ Pa.Mks 
Perkara ini diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini telah mendaftarkan 
gugatannya di Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar yang bertempat di Jalan 
Perintsi Kemerdekaan, Daya Makassar. 
Adapun prinsipal para pihak yaitu sebagai berikut:145 
1. PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, 
pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, 
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebutsebagai 
Penggugat. 
2. TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, 
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. 
3. SAKSI, umur 65  tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat 
tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 
sebagai Ibu kandung Penggugat. 
4. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat 
tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten 
Gowa, sebagai kakak kandungPenggugat ; 
2. Petitum Penggugat dalam Perkara  Nomor: 211/ Pdt.G/ 2017/ Pa.Mks 
  1.Mengabulkan gugatan Penggugat. 
  2.Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), 
terhadap Penggugat (PENGGUGAT) 
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  3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk 
mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat 
dan tempat menikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota 
Makassar sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang 
disediakan untuk itu. 
  4.Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
3. Pertimbangan Perkara dan Hukum dalam Perkara Cerai Gugat Nomor: 
211/Pdt.G/2017/Pa.Mks 
A. Pertimbangan Perkara dalam Perkara Cerai Gugat Nomor: 
211/Pdt.G/2017/Pa.Mks 
    DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27Januari 
2017telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan 
Agama Makassar dengan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 27 januari 
2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :348354304 
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin 
tanggal 04 April 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, 
Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0213/016/IV/2016, 
tanggal 05 April 2016.  
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di 
Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 
bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah 
melakukan hubungan suami istri (ba’da dukhul) namun tidak dikaruniai anak. 
4. Bahwa pada bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan 
Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan 
pertengkaran secara terus menerus. 
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan 





a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Terguga lebih sering 
tinggal di rumah; 
b. Tergugat yang mengaku seorang duda sebelum menikah dengan 
Penggugat, ternyata masih berstatus suami dari sorang perempuan yang 
bernama FULANA; 
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat 
tinggal bersama sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai sekarang dan selama 
pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami 
antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. 
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi 
Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh 
menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.  
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu 
ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.  
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan 
kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang 
ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat 
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai 
tempat tinggal Penggugat dan tempat menikah dan Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Tergugat, 
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat 
mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan 
perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar 
kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap 
Penggugat (PENGGUGAT). 
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan 
salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 





tempat menikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota 
Makassar sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang 
disediakan untuk itu. 
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini  diputus 
menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang 
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa 
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 
Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya 
untuk bercerai dengan Tergugat; 
Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya 
dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud 
dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatanPenggugat telah mengajukan 
alat-alat bukti berupa : 
A. Surat : 
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0213/016/IV/2016, tanggal 05 April 2016  
yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah  Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta 
distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata 








B. Saksi : 
1.SAKSI,  umur 65  tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat 
tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di 
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : 
 Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat ; 
 Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dan tahu sebagai suami isteri, 
menikah di bulan April 2016 di  Makassar ; 
 Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi 
perselishan dan pertengkaran ; 
 Bahwa penyebabnya karena tergugattidak Tergugat tidak mempunyai 
pekerjaan yang tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir 
yang layak kepada Penggugat. Tergugat telah berbohong ketika menikah 
dengan Penggugat, Tergugat menyatakan telah berstatuskan duda, padahal 
Tergugat masih berstatuskan seorang suami dari seorang perempuan; 
 Bahwa sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 
dikarenakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi; 
 Bahwa akibat hal tersebut penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi 
sejak bulan Desember 2016 ; 
 Bahwa penggugat tinggal di rumah oarnga tuanya dan tergugat juga tinggal di 
rumah orang tuanya ; 
 Bahwa selama pisah tergugat pernah datang menemui penggugat ; 
 Bahwa yang tidak mau mempertahankan rumah tanggnya adalah tergugat ; 
 Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ; 
2.SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat 
tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, 
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : 
 Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat ; 
 Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sebagai suami isteri; 
 Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dan tahu sesebagai suami 





 Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi 
perselishan dan pertengkaran ; 
 Bahwa penyebabnya karena tergugat tidak Tergugat tidak mempunyai 
pekerjaan yang tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir 
yang layak kepada Penggugat. Tergugat telah berbohong ketika menikah 
dengan Penggugat, Tergugat menyatakan telah berstatuskan duda, padahal 
Tergugat masih berstatuskan seorang suami dari seorang perempuan; 
 Bahwa sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 
dikarenakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi; 
 Bahwa akibat hal tersebut penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi 
sejak bulan Desember 2016 ; 
 Bahwa penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat juga tinggal di 
rumah orang tuanya ; 
 Bahwa selama pisah tergugat pernah datang menemui penggugat; 
 Bahwa sebagai saudara kandung dan keluarga sudah ada usaha untuk 
merukunkan, namun tidak berhasil ; 
Bahwa pada akhirnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada 
gugatan dan mohon putusan ; 
Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal 
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan ini; 
B. Pertimbangan Hukum dalam Perkara Cerai Gugat Nomor: 
211/Pdt.G/2017/Pa.Mks 
   PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah 
sebagaimana terurai di atas; 
Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa 





Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan 
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut 
harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 
Sesuai dengan ketentuan  isi Pasal 149 ayat (1) R.Bg146. Hakim telah 
memiliki dasar hukum mengenai ketidakhadiran Tergugat karna suatu halangan. 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, 
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi; 
Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi 
bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, 
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. 
Dasar hukum mengenai akta otentik ini terdapat pada pasal 285 R.Bg 147 
Menimbang, bahwa saksi 1  dan saksi 2Penggugat, sudah dewasa dan 
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.148 dan Pasal 175 R.Bg“Bila  tidak  dimohon  
pembebamn  diri  untuk  memberikan  kesaksian  atau  jika  ada  permohonan  
tetapi dinyatakan  tidak  beralasan,  maka  saksi  disumpah  menurut  agama  
yang  dianutnya.  (KUHperd-  1911; Rv. 177 dst.; IR. 147.)” 
Dalam hal ini saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat sudah secara sah menjadi 
saksi karna salah satu syarat menjadi saksi harus dewasa (15 tahun) menurut pasal 
                                                          
146Pasal 149 RBg (1) menyatkan bahwa Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat 
tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, 
maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila temyata menurut pengadilan 
negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. 
147Pasal 285 R.Bg menyatakan, bahwa Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan 
bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di 
tempat akta.itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka 
yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan 
belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi 
pokok akta itu. (KUHperd. 1868, 1870 dst.;KUHp 380; IR. 165.)  
148Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg menyatakan, bahwa anak-anak yang belum dapat 





172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jadi hakim telah memiliki dasar hukum mengenai 
gugatan ini 
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2Penggugat mengenai 
angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan 
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur 
dalam Pasal 308 R.Bg.149 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan 
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : 
1. Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah ; 
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; 
3. Bahwa penyebab terjadi perselsihan dan pertengkaran karena tergugat tidak 
memilki pekerjaan tetap serta tergugat mengaku duda namun ternaya masih 
berstatus suami dari perempuan yang bernama FULANA; 
4. Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar ; 
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselsihan, penggugat dan tergugat pisah 
sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang ; 
6. Bahwa sudah diusahakan oleh keluarga untuk dirukunkan, namun tidak 
berhasil ; 
7. Bahwa dipersidangan penggugat sudah bertekad untuk bercerai ; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 
Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali 
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa 
Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi; 
                                                          
149 Pasal 308 R.Bg menyatakan, bahwa: 
(1)Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. 
(2)Pendapat-pendapat  khusus  serta  perkiraan-perkiraan  yang  disusun  dengan  





Menimbang, bahwa di setiap  persidangan Penggugat tidak pernah  
menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan 
Tergugat bersihkeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga 
demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya 
akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan 
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan 
perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna 
menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana 
maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi 
Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 
Isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkn ketuhanan Yang Maha Esa.” 
Berdasarkan isi pasal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa 
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tujuan perkawinan pun tidak 
terwujud menuju keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah maka Hakim 
memperhatikan pertimbangan hukumnya disertai dengan dasar hukum yang 
digunakan. 
Menimbang bahwa dengan fakta tergugat telah meninggalkan penggugat 
dalam waktu yang relatif lama lebih satu tahun, menunjukkan rumah tangga sudah 
susah untuk disatukan kembali dan pisah dalam jangka waktu lama juga telah 
menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat sudah terjadi perselisihan dan 
pertengkaran yang tiada orangpun yang tahu kecuali kedua belah pihak, sehingga 
majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling 





Hukum Islam,150 karena seandainya diantara kedua ada rasa cinta, kenapa kedua 
belah pihak berpisah begitu lama. 
Majelis Hakim bermusyawarah dan bersepakat bahwa Penggugat dan 
Tergugat tidak bisa rukun dan sering terjadi perselisihan sehingga solusi yang 
ditempuh antara kedua belah pihak adalah perceraian yang disertai dasar hukum 
yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara ini. 
Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila 
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada 
maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan 
lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : 
ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺐﻠﺟ ﻰﻠﻋ م ﺪﻘﻣ ﺪﺳﺎﻔﻤﻟا ءر د  
Artinya: 
Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. 
 
Hal ini sejalan yang diungkapkan oleh Drs. Syahidal (Hakim Pengadilan 
Agama Makassar) yang menyatakan bahwa 
 Kaidah hukum Islam adalah kaidah yang universal atau aglabiyah yang 
mencakup setiap bagian-bagian hukum  Islam dan diterapkan secara umum. 
Kaidah ini penting dan sangat dibutuhkan dalam penerapan hukum, tentunya 
                                                          
150 Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa: 
(1)Suami  isteri  memikul  kewjiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga  
yang  sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat  
(2)Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 
bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;  
(3)Suami  isteri  memikul  kewajiban  untuk  mengasuh  dan  memelihara  anak-anak  
mereka,  baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan 
agamanya;  
(4)Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;  
(5)Jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan 





seorangHakim harus mampu memahami nilai-nilai hukum Islam termasuk 
Alquran, Hadis, Ijma dan Qiyas.151 
 
Dra. Hj. Hadidjah (Hakim Pengadilan Agama Makassar) Menambahkan 
pendapat dari Drs. Syahidal menyatakan bahwa 
Salah satu hukum terapan yang digunakan oleh seorang Hakim dalam 
memutuskan perkara adalah KHI karna KHI merupakan sumber hukum Islam 
yang berbentuk fiqh. Selain itu, Hakim memiliki tugas pokok dan memiliki 
kewenangan dalam memutus perkara yang dihadapinya.152 
 
Para Hakim dalam memutus dalam melakukan kontruksi dalam penemuan 
dan pemecahan masalah hukum bertujuan agar putusan Hakim dalam peristiwa 
konkrit dapat memenuhi keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.153 
Menurut Gustaf RadBruch idealnya dalam suatu putusan pengadilan adalah harus 
mengandung idee das recht, yaitu hukum aspek keadilan (gerechttigkeid), aspek 
kepastian hukum (rechtssicherkei) dan aspek kemanfaatan (zweectmatigkeit).154 
Para Hakim sering bermusyawarag dan berdiskusi dalam menangani suatu 
perkara. Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-undang dengan suatu 
peristiwa yang konkrit yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran dan nalarnya 
untuk memilih metode penemuan hukum mana yang paling cocok dan relevan 
untuk diterapkan dalam suatu perkara. 
Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan 
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai denganTergugat 
dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini 
majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam 
                                                          
151Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. Syahidal pada tanggal 2 
November 2017 
152Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Hadidjah, M.H pada 
tanggal 2 November 2017, 
153Abdul Manan, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di 
Peradilan Agama,”  Disampaikan pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI (Balikpapan, 
Kalimantan Timur: 10 s/d 14 Oktober 2010): 8. 
154Bambang Sutiyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan, Jurnal Hukum, Vol.17, 





sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna  Juz II halaman 133  sebagai 
berikut : 
ﺔﻘﻠط ﻰﺿﺎﻘﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻠط ﺎﮭﺟوﺰﻟ ﺔﺟوﺰﻟا ﺔﺒﻏر مﺪﻋ ﺪﺘﺷا ناو  
Artinya : 
Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai 
puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak 
seorang suami kepada istrinya dengan talak satu. 
Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam 
tersebutkarena berkaitan erat dengan perkara ini; 
 Drs Syahidal (Hakim Pengadilan Agama Makassar) menyatakan bahwa 
Perkara ini merupakan perkara cerai gugat tentunya ada unsur Qaidah 
Fiqhiyyah dalam pertimbangan hukumnnya. Qaidah Fiqhiyyah ini sering 
digunakan dalam menangani suatu kasus karna diambil dr nash dan sebagai 
penguat atau memperkuat suatu dalil hukum.155 
 
Dra. Hj. Hadidjah, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Makassar) 
berpendapat  menyatakan bahwa 
 
Hakim dalam memutuskan perkara mengetahui dan memahami kasusnya 
dengan menggunakan prinsip penalaran. Melihat dari sisi kemaslahatannya dan 
menghindari kemafsadtannya. Mafdasatnya dalam perkara ini adalah keburukan 
karna sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 
Tergugat sehingga jalan yang ditempuh untuk kasus uni dalah perceraian.156 
 
Dalam upaya penemuan hukum terdapat metode penafsiran sosiologis atau 
teologis yang menerapkan makna undang-undang atau aturan hukum lainnya yang 
berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Olehnya itu, Hakim harus menafsirkan 
hukum dan berani menciptakan hukum baru yang apabila ada masalah yang 
                                                          
155Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. Syahidal pada tanggal 2 
November 2017 
156Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hadidjah, S.H., M.H. 






dihadapinya belum ada hukumnya yang diatur dalam peraturan perundangan yang 
berlaku. Apabila hal ini terjadi Hakim harus melakukan Ijtihad.  
Drs. Syahidal menyatakan bahwa  
Ijtihad ini bermula pada saatnabi mengutus sahabatnya Muadz bin 
Jabalke Yaman sebagai Hakim, nabi bertanya: “bagaimana engkau memutuskan 
sesuatu bila tidak terdapatketerangan dalam Alquran dan Hadis?”,Mu’adz 
menjawab“aku akan berijtihad”. Kemudian nabi menepuk bahu Mu’adz sambil 
berkata: “segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan 
Rasulullah tentang sesuatu yang diridlai Rasulullah”. Maka Hakim harus mampu 
memahami hukum dengan penalarannya baik hukum Islam, hukum positif, dan 
nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan Hakim juga harus memahami 
betul tujuan hukum. Karena dengan menguasai hal tersebut maka keputusan 
seorang Hakim dapat diterima oleh setiap kalangan.157 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup 
rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga  gugatanPenggugat telah memenuhi 
alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf 
(f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) 
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan 
menjatuhkan talak satu ba'in shugraTergugat terhadap Penggugat; 
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap 
dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang 
menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan 
patutdan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan 
yang sah dan gugatanPenggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka 
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berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg.gugatanPenggugat harus dikabulkan dengan 
verstek; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, 
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat 
Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai 
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
dan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada 
Penggugat; 
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 






















 Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bab-bab terdahulu, maka dapat 
diambil sebuah kesimpulan dan Implikasi penelitian sebagaimana berikut: 
A. Kesimpulan 
1. Penelitian terhadap putusan tentang perceraian yang diambil dari putusan 
Pengadilan Agama Makassar dapat disimpulkan bahwa Hakim telah 
menggunakan dan menerapkan kaidah hukum Islam (Qaidah Ushuliyyah 
dan Qaidah Fiqhiyyah) dalam putusan perkara cerai gugat. Penerapan ini 
telah sesuai terhadap putusan Hakim. Bahwasanya Hakim melakukan 
kontekstualitas, metode interpretasi hukum dan kontruksi teks hukum 
mengenai sumber hukum. Jika dilihat aspeknya bahwa hakim 
menggunakan salah satu kaidah hukum yakni Qaidah Fiqhiyyah(Menolak 
kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan).Hakim 
telah menjadikan kaidah hukum Islam (Qaidah Ushuliyyah dan Qaidah 
Fiqhiyyah) sebagai Ratio Decidendi dalam putusannya. Terutama putusan 
yang terkait dengan perceraian. Salah satunya Qaidah Fiqhiyyah dalam 
penerapan hukumnya di Pengadilan Agama yang penting dan wajib 
diperhatikan dalam memutuskan perkara. Selain itu juga, kaidah hukum 
Islam (Qaidah Ushuliyyah dan Qaidah Fiqhiyyah) memiliki nilai-nilai 
kemaslahatan sehingga tujuan hukum terpenuhi 
2. Perceraian khususnya perkara cerai gugat memenuhi syarat-syarat sebagai 
dasar hukum atau dalil hukum. Pertama, kaidah hukum Islam sebagai 
dasar hukum atau dalil hukum terhadap perceraian sudah sesuai diterapkan 
karna mengandung kemaslahatan dan logis. Kedua, kaidah hukum Islam 
Qaidah Ushuliyyah dan Qaidah Fiqhiyyah berlaku di lingkup Peradilan 
Agama dan kaidah yang sering digunakan adalah Qaidah Fiqhiyyah. 





Ushuliyyah dan Qaidah Fiqhiyyah) dijadikan dasar penetapan suatu 
hukum. Keempat,  kaidah hukum Islam (Qaidah Ushuliyyah dan Qaidah 
Fiqhiyyah) tidak bertentangan dengan dalil syara dalam hukum Islam 
sehingga dalam praktiknya boleh dilakukan sebagai dasar hukum dalam 
pertimbangan Hakim.. 
B. Impilkasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan agar kaidah 
hukum Islam dapat dijadikan bahan pertimbangan aparat penegak hukum dalam 
hal ini lembaga Peradilan Agama terkait untuk melakukan kontekstualitas, 
interpretasi dan kontruksi hukum karna Hakim sebagai penegak hukum dan 
keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang 
hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang 
Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1. Putusan yang tidak 
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